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TRANSLITERASI  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin ket 
1 ا Tidak 
dilamban
gkan 
 16 ط ṭ t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب b  17 ظ ẓ z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ s dengan 
titik di 
atasnya 
19 غ g  
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ h dengan 
titik 
dibawahn
ya 
21 ق q  
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ z z dengan 
titik di 
atasnya 
24 م m  
10 ر r  25 ن n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ s dengan 
titik di 
bawahnya 
29 ي y  
15 ض ḍ d dengan 
titik di 
bawahnya 
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2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda 
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin 
 ٙ  Fathah a 
 ِ  Kasrah i 
 ٔ  Dammah u 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 
gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan  
Huruf 
 ٙي  Fathah dan ya ai 
 ٙو  Fathah dan Wau au 
 
Contoh: 
فيك: kaifa   لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, 
yaitu: 
 
 
 
x 
Harkat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan tanda 
 ٙ١/ي  Fathah dan alif 
atau ya 
ā 
 ِي  Kasrah dan ya ī 
 ُي  Dammah dan 
waw 
ū 
 
Contoh: 
 قَل قَ : qāla 
ىقَمقَر: ramā 
 قَ يْي
قِ  :qīla 
 قُليْوقُ قَيَ  : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah(ة) hidup 
Ta marbutah(ة)yang hidup atau mendapat harkat fathah, 
kasrah dan  dammah,  transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah(ة)mati 
Ta marbutah (ة)yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah 
(ة)diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 
(ة)itu ditransliterasi dengan h. 
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Contoh: 
 ةُ اَوو لْأَ اَف لْأَطاَ لْأَاا:raudah al- atfāl/ raudatul atfāl 
ة اَر َّواَن ةُم لْأَا ةُ اَنلْأَيِد اَم لْأَا: al-Madīnah al- Munawwarah/ 
al-Madīnatul munawarah 
 اَحلْأَلاَط: Talhah 
Catatan: 
Modifikasi: 
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 
tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan 
nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. 
Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 
Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 
dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus 
Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, 
bukan Tasawuf. 
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Sulh merupakan salah satu kaedah perdamaian di mana pihak-pihak yang 
terlibat di dalam suatu pertikaian terhadap satu atau beberpa tuntutan di 
Mahkamah Syariah, dipanggil dan dipertemukan di dalam satu majlis 
perundingan terpimpin secara rasmi.Penyelesaian secara Sulh ini sangat 
dianjurkan karena ada kalanya keputusan Mahkmah tidak dapat memberi 
kepuasan kepada para pihak bersangkutan. Konsep penyelesaian sengketa 
ini adalah win-win solution seperti dalam mediasi yang dikenal dalam 
sistem hukum Islam. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu; 
pertama, bagaimana peranMajelis Sulh dalam menyelesaikan hak 
hadhanah pasca perceraian di Mahkamah Syariah Tawau, Sabah, 
Malaysia. Kedua, bagaimana efektifitas pelaksanaan Majelis Sulh dalam 
menyelesaikan hak hadhanah pasca perceraian di Mahakmah Syariah 
Tawau, Sabah, Malaysia. Ketiga, Apa saja teknik yang di gunakan 
terhadap pelaksanaan Majelis Sulh pasca perceraian di Mahkamah Syariah 
Tawau, Sabah, Malaysia. Keempat, bagaimana pemahaman masyarakat 
Tawau tentang Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Tawau. Skripsi ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan cara pengumpulan data 
melalui kepustakaan (library research)dan penelitian lapangan (field 
research). Penelitian lapangan merangkumi wawancara dan dokumentasi 
yang didapatkan dari Mahkamah Syariah Tawau, Sabah, Malaysia. Dapat 
disimpulkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran Majelis Sulh 
adalah membantu dan membimbing pihak-pihak berkonflik untuk 
berbincang, berunding dan mencari persetujuan bersama untuk mencapai 
penyelesaian dan berdamai. Metode Sulhini merupakan salah satu 
alternatif yang efektif untuk diterapkan dalam masyarakat. Efektifitas 
pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah membuktikan bahwa metode ini 
mampu untuk mengurangkan kasus yang tertangguh dan yang tidak 
terselesaikan di Mahkamah Syariah selama ini.  
1 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1.     Latar Belakang Masalah 
 Pada dasarnya, setiap orang yang menikah mengharapkan 
rumah tangga yang bahagia. Namun demikian, antara suami dan istri 
memiliki karakter yang jauh berbeda sehingga sering terjadi salah 
faham sesama mereka dan salah satunya mengakibatkan kasih sayang 
diantara suami istri berubah menjadi rasa benci yang menjadikan 
perceraian sebagai penyelesaian masalah. Tujuan perkawinan bukan 
perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun 
penyebabnya berbeda-beda.
1
 
Walaupun, dalam Islam perceraian adalah jalan penyelesaian 
terakhir, namun perceraian adalah satu hal yang meskipun halal 
dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Jika permasalahan 
dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami 
istri maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu 
dengan mengutus orang ketiga yang dianggap mampu untuk 
menyelesaikan masalah. 
Di dalam subseksyen (1) dinyatakan bahwa “Dalam melantik 
Hakam Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada 
saudara-saudara karib pihak-pihak yang mengetahui hal keadaan kasus 
itu”.2 Namun, jika tidak ada hakam dari kedua pihak keluarga qadhi 
                                                          
1
Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian 
keluarga Muslim, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hal. 5. 
2
Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 
Persekutuan) 1984 (Akta 303) (Malaysia: International Law Book Services, 
2014), hal. 41. 
2 
akan mengutus dua orang laki-laki untuk menjadi hakam terhadap 
suami dan istri tersebut. 
 Di Malaysia ada beberapa metode terkait dengan hukum 
Syari‟ah untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah yang 
melibatkan kasus klaim atau permohonan. Di dalam sistem hukum 
undang-undang Syariah di negara Malaysia terdapat aturan tentang 
penggunaan mediator ataupun menggunakan metode Sulh untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara pihak-pihak yang 
bertikai. 
Oleh karena itu, metode Sulh merupakan salah satu alternatif 
yang efektif untuk diterapkan dalam masyarakat selain metode diskusi 
dan pertimbangan pendapat antara dua belah pihak untuk 
menyelesaikan masalah. Efektifitas pelaksanaan Sulh di Mahkamah 
Syariah membuktikan bahwa metode ini mampu untuk mengurangkan 
kasus yang tertangguh dan membelenggu Mahkamah Syariah selama 
ini. 
Penyelesaian pertikaian secara perdamaian atau sulh atau 
hakam sangat dianjurkan dalam Islam karena sulh adalah satu 
alternatif yang tumbuh dan berkembang. Perselisihan ini adakalanya 
dapat diselesaikan sesama sendiri dengan aman damai melalui cara 
sulh atau campur tangan orang ketiga. Manusia berusaha menghindar 
dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak 
mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola 
penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam langkah 
memenuhi keinginan untuk hidup damai, aman, adil dan sejahtera. 
 Penerapan sulh dalam menyelesaikan sengketa akan menjadi 
payung bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian 
karena dalam sulh para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan 
3 
jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya.
3
Asas pelaksanaan 
metode Sulh ini ialah untuk menganjurkan penyelesaian tuntutan 
secara perdamaian tanpa melalui proses persidangan di Mahkamah. 
Usaha untuk menganjurkan pihak-pihak yang bertikai terkait masalah 
kekeluargaan beralih kepada proses penyelesaian secara perdamaian 
ini sejalan dengan ajaran Islam yang amat menganjurkan umatnya 
memilih perdamaian. Seandainya masalah-masalah yang terjadi 
dalam keluarga masih dapat diselesaikan secara musyawarah, maka 
sewajarnya diselesaikan tanpa melibatkan Mahkamah. Ini adalah satu 
inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus-kasus yang 
tidak terselesaikan di Mahkamah Syari‟ah.4 Ini akan menjadikan 
Mahkamah hanya sebagai tempat persidangan untuk persoalan-
persoalan yang lebih berat dan kompleks serta sebagai pilihan 
terakhir.  
Melalui proses Sulh tidak akan ada pihak yang merasa menang 
atau kalah karena putusan yang dilaksanakan adalah dengan 
persetujuan bersama, konsep penyelesaian sengketa ini adalah win-win 
solution seperti dalam mediasi yang dikenal dalam sistem hukum 
Islam.
5
 Ijma‟ ulama juga berpendapat bahwa penyelesaian secara sulh 
adalah lebih efektif dalam mencapai keadilan karena pihak yang 
bersengketa lebih mengetahui hak yang seharusnya mereka dapatkan.  
                                                          
3
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan 
Hukum Nasional, (Indonesia : Kencana prenada Media Group, 2011), 
hal.164. 
4
Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah Ahmad, 
Kamilah Wati Mohd, Mustafa „Afifi Ab Halim, Pengenalan dan 
Keberkesanan Sulh di Mahkamah Syariah, (Malaysia : Percetakan Mesbah 
sdn. Bhd, cet 1. 2016), hal. 10. 
5
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, cet. Ke 2, 2012), 
hal. 118.  
4 
Konsep penyelesaian secara Sulh dapat menghilangkan 
perasaan dendam pihak-pihak yang bersengketa dan akan dapat 
mengutuhkan tali persaudaraan antara mereka.
6
 Oleh sebab itu, untuk 
memastikan kelangsungan dalam menyelesaikan kasus sengketa 
keluarga, Mahkamah Syariah Tawau, Sabah, Malaysia telah 
mengambil satu langkah positif dalam menganjurkan pihak-pihak 
yang bertikai memilih metode penyelesaian pertikaian secara 
perdamaian. 
Dari tahun ke tahun ada saja kasus Sulh yang didaftarkan ke 
Mahkamah Syariah Tawau setelah perceraian di mana kedua belah 
pihak suami dan istri masing-masing menuntut haknya. Ada beberapa 
kasus yang berhasil diselesaikan dan ada juga yang gagal diselesaikan. 
Persoalan yang gagal diselesaikan antara lain persoalan berkaitan 
dengan hak asuh anak atau hadhanah setelah perceraian. 
Kasus berkaitan hak hadhanah melalui kaedah Sulh dapat 
dilihat dalam kasus antara Rosliana binti Roslie sebagai Penggugat 
Voo Min Fah / Mohd Firdaus Abdullah sebagai Tergugat di mana 
hak asuh terhadap anak mereka Nurazaleya Voo binti Voo Min Fah 
diberikan kepada ibu kandungnya tanpa mempengaruhi hak syar‟i 
pihak satu lagi selaku ayah kandung. Statistik kasus yang telah 
didaftarkan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah sebanyak 294 
kasus.
7 
Di Malaysia, perceraian seolah-olah dijadikan alasan bahwa 
pengasuhan anak akan menjadi hak mutlak satu pihak saja. 
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Nora Abdul Hak, Sulh Dan Hakam Dalam Penyelesaian Kes 
Keluarga, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Cet. Pertama, 2007), 
hal.66. 
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Hasil wawancara melalui email bersama pegawai Sulh Tawau, Puan 
Nooryasmensharini binti Abas, pada 5 Jun 2017, 9.20 am. 
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Menyingkap masalah hak pengasuhan anak dari segi undang-undang 
Islam, kasus-kasus yang pernah terjadi tetapi gagal didamaikan. 
Penelitian ini semakin penting bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa 
Sulh belum banyak dikenal oleh publik, karenanya hasil penelitian ini 
dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih Sulh sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa atau disebut dengan Alternative 
Dispute Resolution (ADR) yang terbaik. 
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 
lagi tentang Peran Majlis Sulh dalam Penyelesaian Hak Hadhanah 
Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kabupaten 
Tawau, Provinsi  Sabah, Negara Malaysia). 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat 
rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana peran Majelis Sulh dalam menyelesaikan hak 
hadhanah pasca perceraian di Mahkamah Syariah 
Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia? 
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Majelis Sulh dalam 
menyelesaikan hak hadhanah pasca perceraian di 
Mahkamah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara 
Malaysia? 
3. Apa sajakah tehnik yang digunakan Majelis Sulh dalam 
menyelesaikan hak hadhanah pasca perceraian di 
Mahkamah Syari‟ah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, 
Negara Malaysia? 
4. Bagaimana pemahaman masyarakat Tawau tentang 
Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, 
Provinsi Sabah, Negara Malaysia? 
6 
1.3. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin 
dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Sulh dalam 
menyelesaikan hak hadhanah pasca perceraian di 
Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, 
Negara Malaysia. 
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Majelis Sulh 
dalam menyelesaikan hak hadhanah pasca perceraian di 
Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, 
Negara Malaysia. 
3. Untuk mengetahui tehknik yang digunakan Majelis Sulh 
dalam menyelesaikan hak hadhanah pasca perceraian di 
Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, 
Negara Malaysia. 
4. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Tawau 
tentang Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Kabupaten 
Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia. 
1.4.   Penjelasan Istilah 
 Untuk menghindari kesalahan dasar penafsiran judul di atas, 
penulis merasa perlu menjelaskan pengertian beberapa istilah yang 
terdapat dalam judul skripsi ini. Tujuan penulis membuat penjelasan 
istilah ini adalah karena setiap istilah memiliki arti tertentu yang dapat 
ditafsirkan menurut keinginan seseorang sehingga akan menimbulkan 
pengertian yang berbeda dari apa yang dimaksudkan penulis. Istilah 
yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 1. Peran 
 2. Majelis Sulh 
7 
 3. Penyelesaian 
 4. Hak Hadhanah 
 5. Perceraian 
1.4.1.   Peran       
Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang 
pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.
8
 
1.4.2. Majelis Sulh  
 Majelis Sulh adalah satu lembaga yang berfungsi sebagai 
pencegah atau pendamai bagi kedua belah pihak yang terkait 
dalam menyelesaikan sengketa. Secara umum Sulh merupakan 
solusi sengketa antara pihak yang bertikai dalam suatu masalah 
dengan cara kesepakatan antara mereka sendiri dan bukan 
diputuskan oleh pihak ketiga.  
1.4.3. Penyelesaian 
Penyelesaian adalah menyudahkan dan menyiapkan pekerjaan dan 
sebagainya
9
 
1.4.4. Hadhanah 
Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, 
mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.
10
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hadhanah 
adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala 
kepentingan atau kebutuhan anak yang belum mumayiz. 
Hadhanah juga bermaksud, memelihara anak laki-laki atau 
perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga 
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 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : 
Akademia Presindo, 2004), hal 113. 
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kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan 
dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akhlaknya supaya si 
anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup 
yang akan dihadapinya.
11
   
1.4.5. Perceraian 
Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan 
hakim pengadilan berdasarkan persyaratan yang ditentukan 
undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari 
peraturan tentang perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang 
mungkin timbul setelah putusnya perkawinan suami-istri itu. 
Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang 
mendasari putusnya perkawinan itu serta alasan apa terjadi 
perceraian.  
 
1.5. Kajian Pustaka 
 Raihanah Azahari (2008) menyatakan di dalam bukunya yakni 
Sulh Dalam Kasus kekeluargaan Islam bahwa Sulh adalah salah satu 
konsep penyelesaian damai pihak yang bertikai tanpa melibatkan 
lembaga pengadilan yang formal seperti pengadilan dan juga salah 
satu metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa.
12
 
Nora Abdul Hak menjelaskan tentang Sulh dan Hakam dalam 
Penyelesaian Kasus Keluarga. Buku ini menjelaskan tentang definisi 
Sulh dan Hakam dalam Islam, serta membahas persamaan dan 
perbedaan antara kedua konsep ini. Buku ini juga membahas 
ketentuan dan aplikasinya dalam berlakunya hukum keluarga Islam 
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 Hakim Rahmat, Hukum Perkahwinan Islam, (Bandung : Pustaka 
Setia, 2000), hal. 224. 
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Raihanah Azahari, Sulh Dalam Kes keluargaan Islam, (Kuala 
Lumpur : Universiti Malaya, 2008). 
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pada tingkat negara. Selain itu, prosedur Sulh dan cara prosedur ini 
dapat membantu menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan mudah 
dijelaskan dengan rinci. Penulis menyarankan sekyen 47 (5) terkait 
dengan pengangkatan panitia pendamai dicabut karena bagian ini 
mencegah pemakaian hakam yang wajib menurut Islam jika terjadi 
shiqaq dalam rumah tangga.
13
 
Menurut Siti Noraini binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli bin 
Hasan, dalam kajiannya menyatakan perlaksanaan Sulh dan 
efektifitasnya di Mahkamah Syari‟ah menunjukkan dampak positif. 
Metode Sulh merupakan salah satu alternatif yang efektif bagi 
masyarakat selain metode sidang dan arbitrase untuk mendapatkan 
solusi. Sulh adalah termasuk di antara cara negosiasi yang terbaik dan 
terpandu dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan ajaran Islam. 
Metode Sulh ini juga menarik perhatian masyarakat berdasarkan 
keunikannya yaitu metode ini menjanjikan solusi sengketa secara 
konsep situasi sama-sama menang ("win-win solution") di antara 
pihak bertikai. Metode Sulh juga mengutamakan unsur menjaga 
rahasia kedua belah pihak di mana ia tidak akan di temukan jika 
sengketa dibicarakan di Mahkamah.
14
 
 
1.6.   Metode Penelitian 
 Semua data yang diperoleh akan dianalisa. Analisa 
merupakan upaya memecahkan masalah dengan membandingkan 
persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi 
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10 
suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, 
menetapkan standar, mengatur hubungan antara gejala-gejala yang 
ditemukan dan lain-lain. 
 Sesuai dengan topik yang dibahas, maka pembahasan 
skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif. Deskriptif berarti 
menemukan fakta-fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
15
 Penemuan 
gejala-gejala ini juga berarti tidak sekadar menunjukkan 
distrubusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan 
satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu. Selain 
itu, dalam pembahasannya penelitian ini juga menggunakan 
pendekatan penelitian sebagai berikut: 
1.6.1.  Library Research (Penelitian kepustakaan) 
Metode ini penulis tempuh dengan menelaah 
sejumlah kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan 
yang dapat digunakan sebagai sumber referensi skripsi ini. 
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-
data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun jenis 
data dari karya ini adalah terdiri dari data primer, yaitu yang 
bersifat autoriatif artinya memiliki otoritas. Data ini diperoleh 
langsung dari Al-Quran. Kemudian data sekunder, merupakan 
data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya 
digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan 
kepada peneliti suatu indikasi kearah mana peneliti melangkah. 
Data sekunder diperoleh dengan cara memperdalam buku-buku 
atau literatur yang relevan. Selanjutnya, penulis juga 
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menggunakan data yang diperoleh dari penjelasan kamus, jurnal 
serta majalah yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini. 
1.6.2. Field Research (Penelitian Lapangan) 
Pada metode ini dilakukan riset disekitar Tawau dan 
di Mahkamah Syari‟ah Tawau tentang Peran Majelis Sulh dalam 
mencari data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Data 
diperoleh melalui: 
1.6.2.1. Wawancara/ Interview 
Esterberg (2002) mendefiniskan interview sebagai 
berikut, “a meeting of two persons to exchange information 
and idea through question and responses, resulting in 
communication and joint construction of meaning about a 
particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua 
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu.
16
 Teknik wawancara ini dilakukan secara struktur 
dengan memberi fokus kepada data-data primer yang terkini 
berkenaan Majelis Sulh. 
1.6.2.2 Data Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu teknik yang di gunakan 
dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-
hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, 
majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek 
penelitian.
17
 
Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan 
waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti mengetahui 
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hal-hal yang terjadi di waktu silam. Bahan dokumentasi dalam 
penelitian ini berupa kasus-kasus yang di daftarkan di 
Mahkamah syariah dan surat edaran hakim, juga informasi 
Mahkamah Syariah dan Majelis Sulh dari situs. 
Teknik ini dilakukan supaya penulis dapat 
menemukan langsung jawaban dari sumber data yang 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Responden atau 
informasi yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Tawau, Hakim Mahkamah Tinggi, pengawai Sulh, 
pembantu pegawai Sulh, Panitera, pegawai yang ada di lokasi 
penelitian Mahkamah Syariah Tawau serta masyarakat yang 
ada disekitarnya. 
1.6.3. Metode Analisis Data 
Dalam teknik analisis data yang berhubungan dengan 
objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penulis mengambarkan 
data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh 
dilapangan hasil wawancara. 
.    Penulis juga mendeskripsikan data yang telah 
dikumpulkan melalui dokumentasi, diolah dan dianalisis untuk 
dapat ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data 
tersebut dideskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil 
kesimpulan. Selanjutnya dapat dibuat kesimpulan yang menjawab 
permasalahan penulis kemukakan sebelumnya. 
1.6.4. Teknik Analisis Data 
Setelah data yang dianggap perlu oleh peneliti sudah 
ditemukan dan dianalisis yang terkumpul  dari berbagai metode 
riset kualitatif, kemudian dideskriptifkan dan disajikan sesuai 
13 
dengan hasil yang ditemukan dilapangan, sehingga tujuan dari 
penelitian dapat memberikan hasil serta kesimpulan tentang peran 
Majelis Sulh dalam perdamaian di Mahkamah Syariah Tawau.   
1.6.5. Teknik Penulisan 
Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, dalam 
penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada petunjuk buku 
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang ditetapkan 
pada Fakultas Syar‟iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam 
Banda Aceh 2017. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-
Quran penulis berpedoman sepenuhnya kepada al-Quran dan 
terjemahnya, terbitan Humaira Bookstore Enterprise tahun 
2012.
18
 
 
1.7.    Sistematika Pembahasan 
Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang komprehensif dan 
sistematis, pembahasan ini dibagi kepada empat bab. Setiap bab akan 
membahasakan sub-sub tertentu dan diantara sub-sub tertentu ada 
hubungannya antara satu dengan yang lain yang mana telah disusun 
dalam bab-bab sebagai berikut : 
Bab satu, pendahuluan yang membahas tentang latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah-
istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan terakhir 
sistematikan pembahasan. Adapun metode pembahasan adalah cara 
yang digunakan untuk meneliti dan sistematika pembahasan sebagai 
gambaran awal mengenai penelitian yang dibuat. 
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Bab kedua, gambaran umum tentang konsep Sulh dalam 
hukum Islam, meliputi pengertian Sulh dan sejarahnya, dasar hukum 
mengenai pensyariatan Sulh, peruntukan undang-undang Sulh tujuan 
dibentuk dan ruang lingkupnya. 
Bab ketiga, peran Sulh dalam penyelesaian hak hadhanah, 
pembahasannya meliputi penjelasan tentang organisasi, struktur dan 
pemahaman masyarakat Tawau berkenaan dengan Majelis Sulh ini. 
Selain itu penulis menjelaskan juga tentang kewenangan dan prosuder 
Majelis Sulh, tehknik dan efektifitas pelaksanaan Majelis Sulh dalam 
menyelesaikan hak hadhanah pasca perceraian di Mahkamah Syariah 
serta pemahaman masyarakat Tawau tentang Majelis Sulh. 
Bab keempat, adalah bab terakhir yang merupakan bab 
penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab 
sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi 
terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan 
dimasa yang akan datang. 
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BAB DUA 
SEJARAH PELAKSANAAN DAN KONSEP SULH  
DALAM HUKUM ISLAM 
 
2.1. Pengertian Sulh 
 Secara bahasa Sulh berasal dari bahasa Arab al-sulh dan 
merupakan kata benda al-ism yang berasal dari kata kerja (fi'i) secara 
harfiah berarti al-tasaluh wa al-musalahah, yang merupakan 
rekonsiliasi setelah perselisihan. Ar-Raghib al-Afsihani menyatakan 
bahwa Sulh dikhususkan untuk tujuan menyelesaikan perselisihan 
antar manusia. Perdamaian Sulh juga dikenal sebagai kontrak untuk 
realisasi kesepakatan dan perselisihan.
1
Sulh menurut Islam juga bisa 
didefinisikan dalam dua istilah, baik dari segi bahasa maupun dalam 
istilah. Ada berbagai definisi yang diberikan oleh para ilmuwan 
tentang Sulh ini. Tapi secara umum definisi-definisi tersebut 
mengusung tujuan yang sama. 
Nora Abdul Hak dalam tulisannya mencatat bahwa Sulh 
dalam hal bahasa berarti mengakhiri perselisihan dan membangun 
perdamaian. Beberapa arti juga menunjukkan bahwa makna Sulh 
dalam bahasa adalah pecahnya pertengkaran dimana kata tersebut 
diambil dari bahasa Arab.
2
 Pengertian Sulh dari sudut bahasa juga 
telah diberikan oleh para ulama fiqih yang memberikan pengertian 
tersebut mengikut ilmu masing-masing yang mana turut  memberikan 
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makna yang sama yakni bermaksud perdamaian dan senantiasa 
menjurus kearah kebaikan.
3
 
Dari sudut istilah pula, terdapat berbagai pendapat mengenai 
definisi Sulh dari sudut istilah yang diberikan oleh para ulama fiqih. 
Ibn al-Hummam dan al-Kasani mengartikan Sulh ini sebagai suatu 
akad yang mengangkat pertikaian, sedangkan di dalam Majallah al-
Ahkam al-„Adliyyah, Nazzam dan Qadri Basha menyatakan bahwa 
Sulh adalah akad untuk menyelesaikan pertikaian secara sukarela atau 
saling ridha-meridhai.
4
 
Menurut para fuqaha mazhab, seperti mazhab Syafii 
mengartikan Sulh ini sebagai akad yang menyelesaikan pertikaian. 
Sedangkan fuqaha di kalangan mazhab Hambali mengartikan Sulh ini 
sebagai akad yang membawa kepada persetujuan bersama antara dua  
pihak yang bertikai atau akad yang membawa kepada pendamaian 
antara dua pihak yang bertikai.  
Jika dilihat kepada beberapa pengertian diatas, para ulama 
fiqih mendefinisikan Sulh dalam makna yang hampir sama namun 
berbeda dengan fuqaha di kalangan mazhab Maliki yang menyatakan 
bahwa Sulh ini, selain dari akad yang menamatkan pertikaian yang 
telah terjadi atau sedang terjadi ia juga merupakan akad yang 
menamatkan pertikaian yang mungkin berlaku.
5
 
Selepas meneliti beberapa definisi dari sudut istilah di atas, 
dapat disimpulkan bahwa persetujuan dan kerelaan dari kedua-dua 
pihak yang bertikai amat penting bagi keberhasilan sesuatu proses 
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perdamaian yang mana ia merujuk juga kepada fungsi Sulh itu sendiri 
yakni mendamaikan dua pihak yang bertikai dengan baik.  
2.1.1. Sejarah Pelaksanaan Sulh di Dalam Islam 
Pengamalan Sulh di dalam Islam telah berlaku pada zaman 
awal kedatangan Islam hingga ke zaman para sahabat dan juga para 
tabi‟in yang mana telah memberikan banyak manfaat dan faedah 
kepada perkembangan masyarakat umat Islam pada masa itu. 
 Di waktu zaman Pra Islam dan zaman Rasulullah SAW,
6
 
pernah berlaku perselisihan antara para pembesar Makkah yang tidak 
mau bertoleransi dalam perselisihan untuk menentukan siapakah yang 
akan meletakkan kembali hajar al-„aswad yang berubah posisi setelah 
banjir besar yang melanda Makkah pada waktu itu. Muhammad SAW 
akhirnya menjadi orang tengah yang mendamaikan para pembesar 
Makkah yang akhirnya setuju dengan usulan Nabi Muhammad yang 
dengan cara itu mana telah menyelesaikan perselisihan yang terjadi. 
 Di waktu zaman Khulafa al-Rasyidin,
7
 ketika pemerintahan 
Abu Bakar, beliau telah melantik Umar untuk dijadikan Qadhi di 
Madinah. Namun setelah setahun pelantikan Umar tidak ada satu 
kasus pun yang diajukan kepada Umar dan tidak banyak kasus yang 
dapat diputuskan dan diselesaikan. Ini semua terjadi karena sikap 
ketegasan Umar yang ditakuti oleh para sahabat dan juga sikap 
masyarakat Islam di Madinah pada waktu itu yang mana mereka lebih 
suka menyelesaikan perselisihan di kalangan mereka dengan cara 
mereka berkonsultasi satu sama lain dari mengajukan kepada lembaga 
pengadilan yang formal. 
                                                          
6
Raihanah Azahari, Sulh Dalam Kes Kekeluargaan Islam, (Kuala 
Lumpur : Universiti Malaya), hal.4 dan 5. 
7
Ibid, hal.7 dan 8. 
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 Pada zaman Bani Umawiyyah dan Bani Abbasiyyah,
8
struktur 
kehakiman semakin berkembang pesat dan lebih teratur. Pada zaman 
ini peranan khusus Sulh tidak lagi dikenali karena sistem kehakiman 
yang semakin berkembang dan akhirnya pada waktu keruntuhan 
Khalifah Uthmaniyah, penjajah mulai menjajah dan telah menguasai 
sebahagian besar dunia Islam. Sistem kehakiman Islam makin berubah 
dan tidak lagi digunakan Majallah al-Ahkam al-„Adliyah dan juga 
semua bentuk perundangan Islam dan telah menenggelamkan peran 
Sulh di dalam menyelesaikan perselisihan. 
 
2.2. Sulh dari Sudut Undang-Undang 
Dari sudut undang-undang yang diamalkan di Malaysia, 
merujuk kepada undang-undang di provinsi Sabah, tidak ada 
penetapan yang mendefinisikan Sulh dengan jelas. Namun begitu 
terdapat penetapan mengenai Sulh yang meletakkan Sulh itu sebagai 
satu bentuk prosedur yang dianjurkan.
9
 
Terdapat juga pengertian dari sudut amalan perundangan sipil 
yang mana kaidah Sulh ini dikenal sebagai satu bentuk mediation atau 
mediasi.
10
 Mediasi adalah satu perkataan yang berasal dari bahasa 
Latin yakni mediat-us dan mediare yang bermaksud berada di tengah-
tengah atau tempat yang di tengah atau posisi tengah.
11
 Mediasi juga 
merupakan proses di mana satu pihak membantu pihak-pihak yang 
bertikai antara satu sama lain untuk berunding dan mencapai 
penyelesaian secara damai di mana proses ini merupakan perundingan 
                                                          
8
Ibid, hal 9 dan 10. 
9
Jabatan Kehakiman Negeri Sabah.Jksm.gov.my. 
10
Suzana Ghazali, Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri- Ketahui 
Hakmu, (Selangor Darul Ehsan : Buku Prima Sdn.Bhd,. 2009), hal. 296. 
11
Raihanah Azahari, Sulh Dalam Kes Kekeluargaan Islam, (Kuala 
Lumpur : Universiti Malaya), hal. 84. 
19 
terpandu secara langsung kepada pihak yang bertikai oleh seorang 
mediator yakni orang tengah.
12
 
2.3. Landasan Hukum Sulh 
 Di dalam Islam telah ditetapkan dalil-dalil berkaitan dengan 
pensyariatan Sulh atau perdamaian ini. Berikut adalah di antara dali-
dalil pensyariatan yang dirujuk berkaitan dengan Sulh ini. 
2.3.1. Dalil dari Al-Quran Al-Karim 
Karena Sulh merupakan suatu konsep dan jalan untuk 
menyelesaikan permusuhsan yang sangat dianjurkan dalam syariat 
Islam, terdapat banyak ayat-ayat suci al-Quran yang berkaitan dengan 
konsep persoalan ini. 
Firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa‟ ayat 128: 
                            
                             
            13      
 
Artinya:  “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi 
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika 
kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan 
memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), 
Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” (Qs: Al-Nisa‟, : 4: 128). 
 
                                                          
12
Siti Noraini Binti Haji Ali dan Zulkifli, Kertas Kerja Perlaksanaan 
Sulh dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor. 
13
Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Selangor : Humaira Bookstore 
Enterprise, 2012), (Qs : Al-Nisa‟ : 4 : 128), hal. 99. 
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Firman Allah SWT: 
                            
                          14 
 
Artinya:  Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan rahsia 
mereka, kecuali bisikan rahsia daripada orang yang 
menyuruh (manusia) bersedekah, atau berbuat ma'ruf 
(kebaikan), atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena 
mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi 
kepadanya pahala yang besar.     
           (Qs: Al-Nisa‟ : 4: 114). 
 
Firman Allah S.W.T: 
                                  
                                   
             15 
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! 
tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang 
lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau 
dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut 
keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”  
         (Qs: Al-Hujurat : 49 : 9). 
 
 
 
                                                          
14
Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Selangor : Humaira Bookstore 
Enterprise, 2012), (Qs : Al-Nisa‟ :4 :114), hal. 97. 
15
Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Selangor : Humaira Bookstore 
Enterprise, 2012), (Qs : Al-Hujurat : 49:9), hal. 516. 
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2.3.2. Dalil Hadits 
Rasulullah SAW merupakan utusan Allah yang menjadi 
contoh dan teladan dalam semua perkara. Selain menyampaikan 
risalah, baginda juga mempunyai peran untuk menerangkan lebih 
terperinci tentang perintah atau kehendak syariat Islam itu sendiri. 
Oleh karena itu, dapat ditemukan beberapa  buah   hadith   yang   
menerangkan     tentang Sulh.   Rasulullah  SAW bersabda
 
: 
 نُ دَّ حَلْحَا  يٍّ لِ حَ  نُ لْحَ  نُ حَ حَلْحَا   حَ حَثَ دَّ حَ  ,   ق: يُّ
لِ حَ حَ لْحَا  رٍ لِا حَ   نُ حَ   حَ حَثَ دَّ حَ   ,  ق: نُ
لِ حَ   حَ حَثَ دَّ حَ   لِ لْحَ حَ  نُ لْحَ             
 لِ لْحَ  لِ دَّ ا   ولِ لْحَمحَ   لِ لْحَ   رٍ لْحَ حَ   يُّ لِحَ نُملْحَا ,  لْحَ حَ   
لِ  لِ حَ ,  لْحَ حَ   لِ دِّ حَ  , دَّ حَ   حَ نُ حَ   
لِدَّ ا  ىدَّ حَص  نُ دَّ ا   لِ لْحَ حَ حَ   حَ  حَق    حَ دَّ حَ حَو:  نُ لْحَ يُّلا   زٌ
لِا حَ  
 حَ لْحَ حَثَ   حَ لِم
لِ لْحَ نُملْحَا  , ًحلْحَ نُص دَّلَّلِإ  حَدَّ حَ   ًلَّ حَ حَ   لْحَوحَ   دَّ حَ حَ   ًا حَ حَ ,  حَ نُم
لِ لْحَ نُملْحَا حَو ىحَ حَ   لْحَ لِ 
لِوونُ نُ  , دَّلَّلِإ  ًولْحَ حَ   دَّ حَ   ًلَّ حَ حَ   لْحَوحَ   دَّ حَ حَ  
 ًا حَ حَ .
16 (  اترا    و )                                                  
  
Artinya   :  “Diriwayatkan oleh Kathir bin „Abd Allah bin „Amru bin 
„Awf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa 
Rasulullah s.a.w telah bersabda : perdamaian 
diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh 
menetukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal atau meghalalkan yang haram”  
 
Dari hadits ini juga dengan jelas dinyatakan bahwa Rasulullah 
mengharuskan Sulh atau perdamaian di kalangan manusia untuk 
menyelesaikan masalah yang dibolehkan menurut Islam dan melarang 
berkompromi dengan perkara yang bertentangan dengan Islam. 
2.3.3. Dasar dari Ijma' 
Jumhur ulama telah sepakat tentang pensyariatan Sulh karena 
tergolong akad yang dapat mendatangkan faedah kepada seluruh 
masyarakat. Ijma‟ ini adalah berdasarkan pada dalil-dalil dari nas-nas 
seperti yang dikemukakan sebelumnya. Terdapat dalil ijma‟ yang 
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Abi Isa Muhammad bin Isa, al-Jami‟ al-kabir, Jilid III, cet.I (Beirut 
: Dar al Gharb al-Islami, 1996), hal. 27 
22 
menunjukkan adanya kesepakatan para ulama‟ di kalangan sahabat 
mengenai amalan Sulh seperti yang diriwayatkan bahwa Umar bin al-
Khattab telah berkata yang bermaksud
17
                “Kembalikan 
pertikaian sehingga mereka berdamai karena sesungguhnya 
keputusan yang dibuat di mahkamah pengadilan akan meninggalkan 
kesan dendam antara manusia”, Beliau juga pernah berkata, 
“Kembalikanlah persengketaan sehingga mereka berdamai karena 
sesungguhnya yang diputuskan di mahkamah (pengadilan) akan 
menimbulkan dendam.” 
Di dalam dalil Ijma‟ ini telah menunjukkan bahwa amalan 
Sulh itu telah disepakati sebagai satu kaedah yang sesuai untuk 
penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di kalangan manusia 
dan dijelaskan juga bahwa keputusan yang dibuat oleh mahkamah 
lebih meninggalkan kesan yang buruk kepada manusia. 
 
2.4. Sulh Di Dalam Perundangan Islam Di Malaysia 
Pelaksanaan Sulh di dalam undang-undang Malaysia adalah 
berdasarkan undang-undang syariah setiap provinsi masing-masing 
yang mana pelaksanaannya dalam bentuk satu majlis dan dikenal 
sebagai Majlis Sulh. Setiap provinsi menggunakan peraturan berbeda. 
Rujukan  undang-undang yang utama tentang Sulh di wilayah-
wilayah persekutan termaktub dalam akta Tatacara Mal
18
 Mahkamah 
Syariah  (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1998 (selepas ini dirujuk 
sebagai “Akta 585”), Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (Sulh) (Wilayah-
Wilayah persekutuan) 2004 dan Arahan-arahan Amalan Jabatan 
Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang diwartakan dari waktu ke 
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Ibid, hal. 42. 
18
Tatacara  Mal  adalah  berkaitan dengan undang-undang Syari‟ah 
di Malaysia. 
23 
waktu, di samping Manual Kerja Sulh yang turut diwujudkan untuk 
mempermudah pengaturan proses Sulh di Malaysia.
19
 
Mengorganisir Sulh dalam penyelesaian pertikaian tentang 
kasus Mal (syariah) amat dititik beratkan sehingga termaktub dalam 
Arahan Amalan
20
 JKSM No. 1/2001 tentang Kode Etika Hakim Syarie 
yang antara lain menyatakan bahwa antara etika hakim ketika dalam 
mahkamah adalah mendorong Sulh di setiap tingkat sebelum 
penghakiman diberikan. Ia juga adalah sejalan dengan perincian 
seksyen (pasal) 99 Akta 585 yang menyebutkan : 
“Pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh, pada mana-mana 
peringkat prosiding itu, mengadakan Sulh bagi menyelesaikan 
pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah sebagaimana yang 
ditetapkan atau, jika tiada kaedah sedemikian, mengikut hukum 
syarak.” 
Ini menunjukkan bahwa Sulh boleh dilaksanakan di tingkatan 
mana saja di persidangan sebelum penetapan tanggal persidangan bagi 
suatu kasus seperti tersebut dalam Kaedah 3 (b) Kaedah-kaedah 
Tatacara Mal (Sulh) (Wilayah-wilayah Persekutuan) 2004 ataupun 
semasa kasus sedang dibicarakan mengikut kaedah mana saja yang 
ditetapkan atau menurut hukum syarak dalam ketiadaan kaedah 
tersebut. Kaedah-kaedah tersebut telah ditetapkan sebagai panduan 
dalam penanganan prosedur Sulh oleh kantor yang berwenang di 
pengadilan.  
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Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah 
Ahmad, Kamilah Wati Mohd, Mustafa „Afifi Ab Halim, Pengenalan dan 
Keberkesanan Sulh di Mahkamah Syariah, (Negeri Sembilan : Universiti 
Sains Islam Malaysia, 2016), hal. 33. 
20
Surat edaran daripada ketua hakim kepada wakil di setiap provinsi 
dan kabupaten. 
24 
2.4.1. Ruang Lingkup Sulh 
Sejak awal Islam telah meletakkan asas yang paling kukuh 
untuk di amalkan dalam menyelesaikan persengketaan apa saja. 
Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan umatnya agar mencari 
perdamaian dan menghindari persengketaan sesama manusia. Seperti 
yang diketahui Sulh ini terbagi kepada beberapa macam, di antaranya 
ialah perdamaian antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. 
Maksud dari perdamaian diantara suami istri ini adalah dengan 
membuat aturan-aturan mengenai pembagian nafkah, masalah durhaka 
masalah hadhanah,  serta masalah pembagian haknya sehingga 
menyebabkan terjadinya persengketaan.
21
 
 Mahkamah Syariah di Malaysia pada dasarnya mempunyai 
bidang kuasa mendengar, membicarakan dan memutuskan tiga 
kategori kasus yaitu kasus Mal, jinayah dan faraid dan mencakup 
semua aspek kekeluargaan Islam. Majelis Sulh juga mempunyai kuasa 
dalam pendegaran kasus yang melibatkan tuntutan yang timbul dalam 
tempoh perkahwinan berlangsung dan tuntutan yang tercetus pasca 
perceraian.
22
 Misalnya, gugatan karena melanggar janji untuk 
berkawin dan pertunangan  dan juga mengenai gugatan-gugatan 
konsekuansi dari suatu perceraian, misalnya mut‟ah, nafkah Iddah, 
nafkah tertunggak, harta bersama, hutang mahar, nafkah anak dan 
mengubah perintah hak asuh anak. Majelis Sulh mempunyai 
kewenangan untuk menyelesaikan perkara mengenai gugatan terhadap 
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Mustika binti muda, Skripsi Peran Majelis Sulh Dalam 
Menyelesaikan Sengketan Keluarga di Mahkamah Syariah. 2014, hal. 33. 
22
Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah 
Ahmad, Kamilah Wati Mohd, Mustafa „Afifi Ab Halim, Pengenalan dan 
Keberkesanan Sulh di Mahkamah Syariah, (Negeri Sembilan : Universiti 
Sains Islam Malaysia, 2016),  hal. 34-35. 
25 
hadhanah dengan melihat kepentingan anak-anak tersebut selama 
dalam ikatan perkawinan maupun setelah perceraian.
23
 
2.4.2. Rukun Sulh 
Sebelum Sulh dapat dilakukan dan sebelum sesuatu 
persetujuan dianggap sah, maka empat rukun dalam Sulh harus 
dipenuhi. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, rukun Sulh hanya terbagi 
kepada dua perkara yaitu ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) 
ataupun apa saja yang menjadi pengertian dari keduanya.
24
 
 Sementara menurut pendapat jumhur Ulama rukun Sulh 
terbagi kepada empat yaitu sebagaimana yang dinyatakan di dalam 
Manual Perundingan Sulh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah 
Selangor. Diantaranya adalah
25
: 
(1) Pernyataan tawaran dan penerimaan (Sighah).  
Dalam melaksanakan proses Sulh, pihak-pihak yang 
bertikai perlu menyatakan tawaran dan penerimaan 
untuk menamatkan atau menyelesaikan pertikaian. 
Menurut undang-undang Islam, pernyataan tawaran 
dan penerimaan ini menunjukkan adanya kerelaan 
dalam urusan perjanjian dan bukan atas dasar 
paksaan. Elemen penawaran ini juga menjadi suatu 
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Ibrahim Lembut. Amalan Arahan No. 1 Tahun 2010. Penentuan 
Kasus Yang Perlu Dirujuk ke Majelis Sulh Pada Peringkat Pendaftaran 
Kasus. Jabatan kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), 29 November 2017, 
hal. 3-4. 
24
Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu (Jaminan, 
Pengalihan Utang, Gadai Paksaan, Kepemilikan), Jilid 6, (Kuala Lumpur 
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elemen dalam mediasi di mana ada tawaran ada 
penerimaan dari pihak-pihak berkonflik.  
(2) Pihak-pihak yang bersegketa  
Untuk membolehkan persetujuan Sulh terpakai dan 
tidak terbatal, maka mereka yang berhak saja yang 
boleh membuat tawaran dan melakukan penerimaan. 
Dalam konteks Sulh ini, hanya mereka  
yang menuntut dan mereka yang dituntut saja yang 
boleh dianggap sah melakukan persetujuan Sulh. 
Sekiranya tawaran atau penerimaan dilakukan oleh 
mereka yang tidak mempunyai hak maka persetujuan 
Sulh adalah batal dan tidak terpakai. 
(3) Hak yang disengketakan 
Hak yang disengketakan hanya terbatas kepada hak 
individu manusia yang berbentuk benda atau objek 
seperti wang tunai atau manfaat atau hak bukan benda 
seperti giliran bermalam dengan syarat individu 
tersebut mempunyai kuasa mutlak ke atas hak-hak 
yang dipertikaikan untuk membuat tuntutan atau 
persetujuan. Hak yang dipertikaikan ini mestilah 
dimiliki oleh yang menuntut atau dituntut dalam 
perundingan Sulh. Hak ini mestilah dilakukan oleh 
kedua-dua pihak yang bertikai di dalam perundingan 
Sulh. Sekiranya persetujuan Sulh melibatkan 
pergantian atau pertukaran harta benda atau manfaat, 
ia mestilah sesuatu yang diharuskan di sisi Islam. 
 
 
27 
(4) Gantian terhadap hak yang disengketakan.  
Sebagai agama yang lengkap mencakupi semua 
bidang, untuk menjaga kepentingan semua pihak dan 
untuk menjamin keadilan, Islam membenarkan 
gantian atau pertukaran terhadap hak yang dituntut 
melalui proses Sulh. Gantian atau pertukaran ini boleh 
dilakukan dengan tiga syarat yaitu:
26
 
(i) Ia mestilah sesuatu yang diizinkan di sisi 
syarak,  
(ii) Gantian atau pertukaran itu mestilah 
sesuatu yang dimiliki oleh pihak-pihak 
yang menganjurkan Sulh (pihak 
bersengketa),  
(iii) Gantian atau pertukaran tersebut haruslah 
sesuatu yang dimaklumi atau diakui oleh 
kedua-dua belah pihak. Syarat-syarat ini 
diletakkan untuk menghindari terjadinya 
ketidakpuasan hati semua pihak. 
 
2.5. Kelebihan Sulh 
Sulh adalah suatu akad yang mempunyai kedudukan istimewa 
dalam fiqh Islam. Sulh merupakan satu kaedah yang terbaik dalam 
menyelesaikan persengketaan dan akad Sulh dapat menjadi akad yang 
mengakibatkan pertukaran barang, pembelian atau pelepasan hak. 
Sikap toleransi dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah 
satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh Islam.  
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 Kelebihan menjalankan Sulh adalah dapat menghemat waktu. 
Proses Sulh ini membantu mempercepat penyelesaian sesuatu kasus 
karena prosedurnya yang lebih ringkas dibandingkan proses 
persidangan yang harus mengikuti prosedur yang rumit. Selain itu, 
prosedur Sulh yang ringkas dapat membantu mengurangi biaya 
pengacara karena dalam proses Sulh, pengacara tidak diperlukan. 
Selain itu, biaya transportasi juga dapat dikurangi karena kehadiran 
untuk proses Sulh tidak sering  ke mahkamah seperti kasus-kasus yang 
diselesaikan di mahkamah. 
 Selanjutnya dengan mengadakan proses Sulh ini bisa 
mengurangi tekanan emosi para pihak yang bersengketa dan dapat 
mengambil keputusan bersama, karena ia dapat mengurangkan 
perasaan tidak puas hati, dendam dan permusuhan antara satu sama 
lain. Pelaksanaan Sulh juga tidak sulit yang mana hanya boleh dihadiri 
oleh pegawai Sulh dan para pihak yang bersengketa dalam suatu 
gugatan tanpa dihadiri oleh pengacara.
27
 
 
2.6. Konsep dan Dasar Hukum Hadhanah 
2.6.1.    Pengertian Hadhanah 
Hadhanah berasal dari kata نصح yang artinya mengasuh 
anak.
28
 Maksudnya, seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi 
anak yang ada dalam asuhannya. Menurut ahli fiqh, hadhanah 
merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki 
maupun perempuan, atau sudah besar tetapi belum mumayyiz, 
                                                          
27
Adzidah Yaakob, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Asmidah 
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Wa Zuriyyag, 2010), hal. 106. 
29 
menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya, 
menjaganya dari apapun yang dapat menyakiti atau mencelakakannya, 
mendidik jasmani, rohani dan akalnya supaya ia mampu berdiri 
sendiri dan memikul tanggung jawab dalam menghadapi hidup.
29
 
 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan‟ani dalam kitab 
Subulussalam menyebutkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan 
anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya dari segala 
sesuatu yang membahayakan atau membinasakannya.
30
 
Menurut Amir Syarifuddin, terdapat dua kata yang berbeda 
mengenai pemeliharaan anak yaitu, kafalah dan hadhanah. Akan 
tetapi, kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama yakni, 
pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan.
31
 
Dalam hadhanah dan kafalah, Amir Syarifuddin tidak 
membedakan batas usia antara sudah mumayyiz dan belum mumayyiz. 
Sedangkan Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-
Zuhaily, membedakan antara hadhanah dan kafalah. Menurutnya, 
hadhanah adalah pengasuhan anak yang dilakukan sejak lahir sampai 
anak tersebut bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang 
berbahaya bagi dirinya.Sedangkan kafalah adalah pengasuhan anak 
yang dilakukan sejak tamyiz sampai baligh.
32
 Sedangkan Ahmad 
Rofiq memeperluas batasan pemeliharaan anak selain yang telah 
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dikemukakan di atas yaitu masalah ekonomi dan segala sesuatu yang 
diperlukan anak.
33
 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan hadhanah adalah mengasuh atau memelihara anak 
yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna 
dan bertanggung jawab. 
 Hadhanah dalam pengertian pemeliharaan dan pendidikan 
dapat diartikan mengatur, memimpin dan menjaga segala hal yang 
anak-anak itu belum mampu untuk melakukan sendiri.
34
 
Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab 
kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, 
masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi 
kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi 
berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun 
dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat 
membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. 
Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong 
menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak hingga anak 
tersebut dewasa. 
2.6.2.  Dasar Hukum Hadhanah 
Islam telah mewajibkan pemeliharaan terhadap anak yang 
masih kecil atau belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri 
untuk memenuhi segala kebutuhan hidup serta belum mampu menjaga 
dirinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya. Oleh sebab 
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itu, keselamatan seorang anak wajib dijaga dari apapun yang dapat 
membahayakannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT : 
                              
                         35 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan. 
      (Q.S : At-Tahrim : 66 : 6). 
 
Pada ayat ini, dapat dipahami bahwa orang tua diperintahkan 
oleh Allah SWT untuk memelihara keluarga dari api neraka, dengan 
berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-
perintah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Meskipun ikatan 
pernikahan telah putus, tanggung jawab orang tua terhadap anak-
anaknya terus berlanjut sampai anak-anak tersebut dewasa dan sudah 
dapat berdiri sendiri. 
Selanjutnya, dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233, Allah 
SWT berfirman : 
                             
                                
                              
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                              
                                 
.  36 
 
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena 
anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.         (Q.S : Al-Baqarah : 2: 233). 
 Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan orang tua untuk 
memelihara anak mereka. Seorang ibu wajib menyusui anaknya 
sampai berumur dua tahun, dan ayah wajib memenuhi memberi 
nafkah kepada ibu. Penyapihan boleh dilakukan sebelum dua tahun 
atas kesepakatan antara kedua orang tua dan dibolehkan mengambil 
perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat 
membayar upah yang pantas. Hal ini semata-mata kemaslahatan 
anak.
37
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2004), hal. 392-393. 
33 
 Sebagaimana telah dikemukana sebelumya, Al-Quran tidak 
secara tegas menyebutkan bahwa ibu orang yang lebih berhak 
terhadap hadhanah seorang anak. Namun, keutamaan ibu terhadap 
anak yang belum mumayyiz telah disebutkan dalam sabda Nabi SAW 
yaitu : 
 
38
  لِ لِ لْحَ حَثَ  لْحَحَ   حَا لِ لِ  يُّ حَ حَ  لِ لْحَ حَ   (دو د      و )  
 
Artinya: Dari Abdullah bin Amru : ada seorang perempuan 
bertanya kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya anakku ini dulu perutku yang 
mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan 
pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang 
menceraikanku  ingin merebutnya dariku. Maka 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya“Engkaulah lebih 
berhak terhadapnya selama mana engkau belum 
menikah.” (Riwayat Abu Dawud). 
 
Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa apabila 
terjadinya perceraian antara suami istri, maka istri lebih berhak 
melakukan hadhanah selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. 
Jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak hadhanah akan 
hilang. Meskipun hak hadhanah jatuh pada ibu, beban nafkah tetap 
pada ayah. 
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Muhammad Nasiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud terj. 
Fachrrazi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hal. 47. 
 لْحَ حَا حَق ًةحَ حَ لْحَا  دَّ حَ  رٍ لْحَمحَ  لِ لْحَ  لله  
لِ لْحَ حَ  لْحَ حَ  :  دَّ 
لِ  لله  حَ  نُ حَ   حَي لِلْحَ  ًا حَ لِو نُ حَا لِ لْحَ حَ  حَ  حَ  حَ حَ    لْحَ حَ حَو لِ ًا حَ 
لِ  نُ حَا ,  
 لِ لْحَ لِ حَو  ًا حَ
لِ  نُ حَا  , لِ حَ دَّ حَو نُ  حَ حَ  دَّ 
لِ حَو  لْحَ حَي لْحَ حَ  حَد حَحَ حَو حَ دِّ
لِا نُ حَ لِ  , حَ دَّ حَ حَو 
لِ لْحَ حَ حَ  نُلله  ىدَّ حَص لِلله  نُ  نُ حَ   حَحَلَ حَ  حَ حَثَف:  
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BAB TIGA 
PERAN SULH DALAM PENYELESAIAN HAK HADHANAH 
PASCA PERCERAIAN 
 
3.1. Profil, Struktur dan Organisasi Jabatan Kehakiman 
Syariah serta Majelis Sulh di Tawau, Sabah. 
Tanggal 23 Desember 1977 merupakan peristiwa penting 
dalam pengembangan hukum Islam di Sabah. Ketika Dewan Legislatif 
provinsi Sabah mengesahkan undang-undang hukum Islam yang 
disahkan oleh gubernur provinsi Sabah yang memberikan izin untuk 
mendirikan Pengadilan Syari’ah.1 
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pengadilan Syari’ah 
mulai beroperasi di Sabah sejalan dengan pengangkatan qadhi-qadhi 
pengadilan pada tanggal 1 Februari 1978. Dengan kewenangan yang 
diberikan oleh undang-undang tersebut, gubernur provinsi Sabah telah 
menunjuk Datuk Ahmad bin Idris sebagai qadhi pertama dari provinsi 
Sabah dan qadhi untuk kabupaten yang ditunjuk. Terdapat lima 
cabang Mahkamah Syariah di seluruh Sabah yaitu di Pantai Barat 
Kota Kinabalu, Pedalaman, Kudat, Sandakan dan Tawau. 
 Pada mulanya, struktur organisasi Pengadilan Syari’ah 
terdiri dari tiga tingkatan yaitu Mahkamah Qadhi, Mahkamah Tinggi 
Qadhi dan Mahkamah Rayuan Syariah. Pengadilan qadhi dan 
Pengadilan qadhi besar kekuasaan pada saat Pengadilan mulai 
berbicara dengan bidangnya masing-masing. Pengadilan Rayuan 
Syari’ah bertanggung jawab untuk mendengarkan dan memutuskan 
perkara pengajuan Rayuan dari Pengadilan Qadhi atau Pengadilan 
Agung Qadhi. 
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Struktur organisasi Pengadilan Syari’ah kemudian 
memperbaharui undang-undang yang berlaku pada tahun 1981 dengan 
tetap mempertahankan tiga tingkat pengadilan yaitu Mahkamah 
Qadhi, Mahkamah Tinggi Qadhi dan Mahkamah Rayuan Syariah. 
Amandemen tersebut menghapuskan Pengadilan Qadhi Besar dan 
membuat Pengadilan Qadhi Bahagian. Ini berarti bahwa Pengadilan  
qadhi bahagian telah mengambil alih tugas  yang sebelumnya 
diberikan ke Pengadilan  qadhi besar. Qadhi besar diangkat sebagai 
ketua Mahkamah tingkat I di Mahkamah Syariah Sabah. Qadhi besar 
hanya menerima kasus banding dengan dua anggota qadhi dan wakil. 
Struktur Organisasi Mahkamah Syariah telah berubah sekali 
lagi pada tahun 1992 yaitu: 
a.Mahkamah Rendah Syariah,  
b. Mahkamah Tinggi Syariah 
c.Mahkamah Rayuan Syariah.  
Beroperasi pada 1 Desember 1995, Jabatan Kehakiman 
Syariah Negeri Sabah  (JKSNS) yang didirikan oleh kepala Hakim 
Syar’i. begitu juga  Mahkamah Syariah Tawau yang didirikan pada 
bulan Februari  tahun 2000. Anggota yang berada di Mahkamah 
Tinggi Syariah Tawau yang dipimpin oleh hakim ketua Tuan Ahadin 
bin Arinen, hakim anggota Kassim bin Sauji, Marhainah binti Asri, 
Mohd Rizan bin Salikin. Selanjutnya, anggota di Mahkamah Rendah 
adalah hakim Fairul bin Mat Sulaiman, Nooryasmensharini binti Abas 
sebagai pegawai Sulh yang hanya satu di Pengadilan Syari’ah Tawau. 
Sampai tahun 2015, pegawai Sulh masih Puan Nooryasmensharini 
binti Abas. 
Petugas lainnya adalah, Khalid bin Suahid, Dayang Mazrina 
binti Mohd Arifend, Rohani binti Suarni, Rahmat bin Dahlan, Mohd 
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Azwan bin Ajibah, Dahlianah binti Dahlan. Rositah binti Najarin, 
Norfaizah binti Siteng, Darman bin Santing, Saning bin Madin, Jianal 
Abdin bin Abbas dan yang terakhir adalah Mohd Jones bin Lakim. 
Majelis Sulh di Pengadilan Syari’ah Tawau mulai beroperasi atau 
mulai dibangun pada Oktober 2010.
2
 
 
3.2. Dasar Hukum dan Kewenangan Majelis Sulh di 
Mahkamah Syariah Sabah. 
Dalam Arahan Amalan No.1 2010, penentuan perkara Sulh 
yang boleh diselesaikan oleh Majelis Sulh adalah kasus yang 
melibatkan gugatan karena melanggar janji dalam perkawinan, 
pertunangan dan juga tentang gugatan-gugatan konsekuensi dari suatu 
perceraian misalnya mut’ah, nafkah iddah, nafkah tertangguh, harta 
bersama,  mahar yang tertangguh dan nafkah anak. Majelis Sulh ini 
juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan  hak hadhanah 
dengan melihat kepentingan anak-anak selama pernikahan maupun 
setelah perceraian.
3
 
Pelaksanaan Majelis Sulh di Mahkamah Syariah Sabah adalah 
berdasarkan pada Pasal 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 
(Sabah) 2004.
4
Sabah tidak mempunyai peraturan yang khusus yang 
berhubungan  dengan Sulh pada mulanya, karena pelaksanaan Sulh di 
                                                          
2
Hasil wawancara dengan Puan Nooryasmensharini binti Abas, 
Pegawai Sulh Mahkamah Syariah Tawau, pada tanggal  21 September  2017, 
di JKSNS Sabah, jam, 10 am. 
3
Ibrahim Lembut,  Arahan Amalan No.1 Tahun 2010, Penentuan 
Kasus Yang Perlu Dirujuk Ke Majelis Sulh Pada Peringkat Pendaftaran 
Kasus, Jabatan Kehakiman Syariah  Malaysia, 28 Julai 2020, hal. 3-4.  
4
 Enakmen 10 Tahun 2004,  Enakmen Tatacara Mal Mahkamah 
Syariah. 
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Sabah pada tahun 2010 baru diberlakukan. Undang-undang atau 
penetapannya masih lagi dalam permohonan ketika itu. 
 Hal itu karena provinsi Sabah masih tidak mempunyai 
undang-undang yang khusus mengenai pelaksanaan Sulh, maka 
pegawai di Majelis Sulh telah mengikut kepada undang-undang yang 
telah dilaksanakan di provinsi Selangor. Undang-undang yang 
dijadikan sebagai pedoman oleh pegawai majelis untuk melaksanakan 
Sulh antara lain adalah : 
1. Manual Kerja Sulh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). 
2. Arahan Amalan No.1 Tahun 2010 mengenai penetapan 
kasus yang perlu dirujuk ke Majelis Sulh pada peringkat 
pendafatran kasus. 
3. Kaedah-kaedah Tatacara Mal (Sulh) Selangor 2001. 
Kaedah 1 mengenai nama kaedah-kaedah Tatacara 
Mal (Sulh) Selangor 2001 dan tanggal kaedah baru 
diberlakukan. Kaedah 2 mengenai tafsiran kaedah-kaedah 
yang terdapat dalam Majelis Sulh. kaedah 3 mengenai 
penetapan tanggal Sulh. Kaedah 4 tentang ketidakhadiran 
pihak-pihak. Kaedah 5 mengenai tatacara Sulh. Kaedah 6 
tentang penghakiman, pengakuan dan persetujuan. Kaedah 
7 menerangkan mengenai jika tidak ada kesepakatan dalam 
Sulh maka akan digunakan kaedah 8 yaitu kaedah 
persidangan. 
4. Amalan No. 3 Tahun 2002 Jabatan Kehakiman Syariah 
Malaysia. 
Aturan ini menjelaskan mengenai kaedah pemakaian 
Sulh yang mana dalam kaedah ini menetapkan bahwa 
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setiap kasus-kasus yang telah didaftarkan ke Mahkamah, 
harus diselesikan dalam jangka waktu 21 hari dirujuk 
kepada pegawai Majelis Sulh. Pegawai Sulh haruslah 
memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk 
mengadakan mediasi Sulh. 
Apabila pihak-pihak yang bersangkutan sepakat 
untuk Sulh, maka pihak-pihak tersebut akan 
menandatangani perjanjian persetujuan bersama dan akan 
mengajukan kasus ini kepada hakim untuk dicatatkan 
sebagai perintah persetujuan bersama. Pihak-pihak yang 
sepakat untuk Sulh tidak perlu melalui persidangan di 
mahkamah. Hal ini bisa menghemat waktu dan biaya 
pihak-pihak dan secara tidak langsung akan mempercepat 
penyelesaian kasus di Mahkamah.
5
 Jika gagal maka 
pegawai Sulh akan menetapkan tanggal persidangan kasus 
ini setelah semua prosedur kasus sudah dipenuhi. 
5. Arahan Amalan No.8 Tahun 2003, Jabatan Kehakiman 
Syariah Malaysia. 
Arahan Amalan No.8 Tahun 2003 adalah 
berhubungan dengan prosedur  penyerahan notis (surat 
pemanggilan) Sulh yaitu di mana prosedur penyerahan 
notis (surat pemanggilan) Sulh kepada pihak-pihak di 
dalam Majelis Sulh haruslah mengikuti prosedur 
penyerahan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam 
                                                          
5
 Undang-undang  Malaysia, Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah 
(Wilayah Persekutuan), (Petaling Jaya : International Law Book Services). 
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Undang-undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah bagi 
Provinsi-provinsi.
6
 
  Mahkamah Syariah Tawau menyelesaikan perkara-
perkara Sulh dengan berlandaskan Arahan Amalan No.1 
Provinsi Sabah, Kaedah Tatacara Mal (Sulh) 2010 Provinsi 
Sabah, Manual Kualiti, JKSNS – Prosedur Kerja Sulh 01 
Pendaftaran Kasus Mal, JKSNS – Prosedur Kerja Sulh 03 
Sebutan Kasus Mal, Enakmen Undang-undang Keluarga 
Islam 2004, Enakmen Mahkamah Syariah Sabah 2004, 
Enakmen Keterangan Mahkamah Syari’ah 2004, Manual 
Kerja Sulh Mahkamah Syariah / Jabatan Kehakiman 
Syariah provinsi-provinsi seluruh Malaysia dan Pekeliling 
Ketua Hakim Syar’i Provinsi Sabah.7 
 
3.3. Prosedur Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Sabah 
3.3.1. Prosedur Kerja Sulh 
Pegawai Sulh harus melaksanakan dan mematuhi prosedur 
Sulh seperti yang telah termuat di dalam aturan Kerja Sulh Jabatan 
Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan Pekeliling Ketua Hakim 
(Kod Etika Pegawai Sulh dan Manual Kerja Sulh), Pekeliling Ketua 
Hakim [Bidang kuasa Pegawai Sulh (Hakim)], Arahan Amalan 
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) (Jabatan Kemajuan 
Syariah Malaysia) 3/2002 (Pemakaian Sulh), Arahan Amalan  JKSM 
(Jabatan Kehakiman Syari’ah Malaysia) 7/2002 (Cara menyimpan dan 
melupuskan catatan pegawai Sulh) dan Arahan Amalan Jabatan 
                                                          
6
Arahan Amalan No.8 tahun 2003 Jabatan Kehakiman Syariah 
Malaysia. Diakses pada 14 Januari 2018. Jam 2.13 petang. 
7
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (JKSNS) PKU-10, 
Proses Kerja Sulh, hal. 3. 
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Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) 8/2002 Prosedur Penyerahan 
Notis (surat pemanggilan) Sulh. Prosedur Sulh dimulai dari 
pendaftaran  sampai selesai kasus tersebut di Mahkamah.
8
Adapun 
selengkapnya prosedur-prosedur tersebut adalah:  
1. Pendaftaran kasus di Mahkamah. 
Menerima notis pemberitahuan kehadiran Majelis 
Sulh dari wakil panitera atau kasus-kasus yang dalam 
prosiding tetapi dirujuk kepada Majelis Sulh atas arahan 
Hakim. Membuka berkas Sulh dan mendaftarkan kasus 
Sulh dalam catatan daftar Sulh. Menyerahkan berkas Sulh 
kepada pegawai Sulh. Menjalani sesi Majelis Sulh dengan 
kehadiran pihak-pihak secara bersendirian. Dalam hal ini, 
prosedur dalam pendaftaran kasus di Mahkamah diikuti 
seperti biasa.
9
 Kedudukan proses Sulh ini sebenarnya 
mengambil sebagian dari kedudukan proses pra 
perbicaraan dan perbicaraan seperti yang ditetapkan di 
dalam undang-undang.
10
 
2. Panitera menilai kasus bicara atau kasus Sulh. 
Panitera perlu memainkan peran yang begitu 
penting di Mahkamah. Seorang panitera akan menentukan 
proses perjalanan kasus dan memilih kasus-kasus yang 
                                                          
8
https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/Sulh-di-
mahkamah-syariah.,Pada tanggal 15 Januari 2018. 
 9Seksyen 42 dan Seksyen 43 EPPIS89, Seksyen-sekysen 2 (1) 4, 45 
EUKIS84 serta Arahan Amalan 4, Tahun 2000 JKSM dan pekeliling Ketua 
Hakim MSS 4/2000.
 
10
Hal ini mengambil kira dari 5 proses asas perjalanan kasus Mal 
seperti yang ditetapkan di dalam undang-undang yaitu penentuan 
bidangkuasa, proses pendaftaran, prosedur pra perbicaraan, prosedur 
perbicaraaan dan prosedur selepas perbicaraan. 
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dirasakan bisa dirujuk kepada Majelis Sulh atau dibawa 
terus ke Mahkamah untuk persidangan. Panitera 
bertanggungjawab dalam menentukan sesuatu gugatan 
atau permohonan itu boleh melalui kaedah Sulh atau 
tidak. 
Gugatan atau permohonan yang boleh diselesaikan 
melalui kaedah Sulh dapat diklasifikasikan kepada dua 
yaitu pertama, gugatan atau permohonan menurut 
Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUKI), 
kedua, tuntutan atau permohonan selain yang melibatkan 
Undang-undang Keluarga Islam yang diperuntukkan 
dalam bidangkuasa asal Mal Mahkamah Syari’ah. 
Tuntutan atau permohonan menurut Enakmen Undang-
undang Keluarga Islam yang boleh diselesaikan melalui 
kaedah Sulh ini adalah : 
a) Gugatan karena melanggar janji untuk menikah / 
pertunangan. 
b) Gugatan yang muncul dari suatu perceraian seperti 
mut’ah, nafkah iddah dan juga hal-hal yang 
dipikirkan munasabah  
c) Gugatan hak asuh anak (Hadhanah) dengan 
melihat kepentingan anak-anak tersebut dalam 
tempo perkawinan maupun setelah penceraian. 
d) Tuntutan nafkah anak 
e)    Permohonan pelaksanaan perintah mahkamah 
3. Setelah kasus Sulh dikenal pasti, notis (pemberitahuan) 
Sulh dikeluarkan. 
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   Setelah panitera mengetahui jenis kasus-kasus Sulh 
yang boleh diselesaikan melalui Majelis Sulh melalui 
penetapan Kaedah 3 Tatacara Mal (Sulh) Selangor 2001 
menyatakan bahwa panitera haruslah mematuhi segala 
prosedur yang telah ditetapkan yaitu : 
a) Tidak menyatakan tanggal bicara dalam tiga bulan 
dari tanggal pendaftaran kasus tersebut. 
Jangka waktu yang diberikan selama tiga 
bulan bertujuan memberikan ruang secukupnya 
bagi pihak Pegawai Sulh untuk melaksanakan Sulh 
di Majelis Sulh. Sekiranya penyelesaian dapat 
dilaksanakan dengan lebih cepat, persetujuan 
kedua-dua belah pihak yang bersengketa boleh 
dibawa terus ke hadapan Hakim untuk dicatatkan 
sebagai perintah. Manakala jika sebaliknya masa 
tiga bulan tersebut boleh dipanjangkan tanpa 
terikat dengan tanggal perbicaraan yang ditentukan 
dengan membuat permohonan di Mahkamah. 
b) Menetapkan tanggal Sulh.   
 Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah 
Malaysia (JKSM) 2/2001 telah menetapkan 
tanggal bagi sesuatu Majelis Sulh yaitu diberikan 
dalam tempo 21 hari dari tanggal pendaftaran 
karena tanggal tersebut dianggap tanggal pertama 
bagi sebutan kasus itu. 
c) Mengeluarkan notis bagi kehadiran pihak-pihak ke 
Majelis Sulh. 
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 Setelah panitera menetapkan tanggal untuk 
dibawa ke Majelis Sulh, notis (pemberitahuan) 
Sulh hendaklah dikeluarkan dan diserahkan 
mengikut kaedah serahan saman Arahan Amalan 
Jabatan Kehakiman Syari’ah Malaysia (JKSM) 
8/2003) kepada pihak-pihak untuk memastikan 
kehadiran pihak-pihak pada tanggal dan waktu 
tersebut. 
4. Kehadiran pihak-pihak ke Majelis Sulh. 
  Majelis Sulh akan dilaksanakan di dalam Majelis 
yang khusus dan ruangan yang khusus dengan kehadiran 
pihak-pihak dan pegawai Sulh saja. Di dalam Majelis Sulh 
ini warga umum tidak dibenarkan hadir ke majelis 
tersebut karena dikhawatirkan akan menganggu 
emosional pihak yang bersengketa.  
Dalam ruangan khusus Majelis Sulh itu telah 
dilengkapi dengan sebuah meja bulat atau bujur dan kursi 
untuk diskusi yang melibatkan tiga hal. Ini untuk 
memastikan diskusi tersebut dapat dilaksanakan dalam 
suasana yang lebih nyaman dan pihak-pihak yang 
bersengketa dapat mengungkapkan isi hati dengan 
perasaan yang lebih terbuka. Perlu diketahui bahwa 
suasana Majelis Sulh adalah amat berbeda dengan kondisi 
pengadilan karena jika dilaksanakan di Majelis Sulh 
diskusi hanya akan dihadiri oleh pihak-pihak yang 
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bersengketa dan pegawai Sulh saja.
11
 Persidangan 
dipengadilan akan dihadiri oleh warga umum yang 
lainnya. 
Dapatlah dipahami bahwa proses Sulh di antara 
pihak-pihak yang bersengketa di dalam Majelis Sulh akan 
berjalan secara terpandu berlandaskan kepada amanah 
untuk membantu menyelesaikan persengketaan pihak-
pihak dengan perdamaian. Dalam melaksanakan tugas 
pada peringkat inilah “Manual Kerja Sulh” akan 
dimanfaatkan oleh panitera.
12
 
5. Keputusan Majelis Sulh berhasil atau gagal.13 
  Setelah selesai Majelis Sulh, putusan Sulh 
ditetapkan sama ada penyelesaian gugatan atau perlu 
dibawa kepada Pengadilan. Walau bagaimanapun, 
berhasil atau tidak bukanlah ukuran utama bagi Sulh ini, 
tetapi kembali kepada tujuan Majelis Sulh yaitu 
mewujudkan satu proses yang adil bagi kedua-dua pihak 
membuat perundingan, bukan sekedar mencapai atau 
mewujudkan suatu penyelesaian tertentu. tetapi fokus 
utama Majelis Sulh ialah kepada “perjalanan” proses Sulh 
itu, bukan hanya kepada destinasinya
14
 
                                                          
11
Siti Noraini binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli Hasan, Kertas Kerja 
Perlaksanaan Sulh dan Keberkasusananya Di Mahkamah Syari’ah Selangor, 
hal. 9-10. 
12
Atras bin Mohamad Zin, Prosedur dan Manual Kerja Sulh di 
Mahkamah Syari’ah, hal. 13. 
13
JKSNS-PKU 10, Sabah, hal 2. 
  
14
Abu Bakar bin Haji Mohd, Sulh : Perlaksanaan dan Isu 
(Pengalaman di Mahkamah Syariah Selangor). Kertas Kerja Kursus di 
Institut Latihan Islam Malaysia. 19 Februari 2003.
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  Maka keadaan berikut merupakan tindakan kepada 
penyelesaian Mejelis Sulh : 
i) Bagi Majelis Sulh yang berhasil persetujuannya 
baik sebahagian atau keseluruhannya akan 
dibawa ke hadapan Hakim untuk dijadikan 
sebagai Perintah Mahkamah. Segala persetujuan 
yang dicapai hendaklah dibuat dalam bentuk 
Draf Persetujuan “Draf Perjanjian Penyelesaian 
Diluluskan/ Diluluskan dengan Pindaan”. 
Memastikan perjanjian penyelesaian tidak 
bertentangan dengan hukum syara' dan undang-
undang berkaitan serta ditandatangani oleh pihak-
pihak di hadapan panitera di dalam Majelis Sulh 
dan akan dibawa kepada Hakim untuk dicatatkan 
sebagai Perintah Mahkamah. Seterusnya 
mencatat status kasus dalam catatan Sulh. 
ii) Bagi Majelis Sulh yang tidak berhasil, baik 
keseluruhannya atau sebagiannya, ia akan dibawa 
kepada proses sebutan atau persidangan sebelum 
keputusan dan perintah dibuat oleh Hakim. Satu 
laporan akan dikeluarkan kepada Mahkamah 
untuk tindakan selanjutnya yaitu proses sebutan 
dan persidangan seperti proses kasus-kasus bukan 
Sulh yang lain dan simpan serangkap dalam 
berkas Sulh. Selanjutnya mencatatkan status 
kasus dalam catatan daftar Sulh. 
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 Adapun prosedur dan proses Sulh dalam penyelesaian hak 
hadhanah di Majelis Sulh diilustrasikan seperti skema di bawah ini
15
 : 
JABATAN PROSES KERJA 
 
Proses Pendafataran 
 
Panitera atau wakil 
panitera 
- Menerima dokumen kasus dari wakil 
panitera 
- Tetapkan tanggal sebutan atau Sulh 
kepada pihak-pihak 
 
Pegawai Sulh - Majelis Sulh dijalankan di hadapan 
pengerusi Sulh 
- Jika tiada persetujuan untuk 
melaksanakan Sulh haruslah ditetapkan 
tanggal perbicaraan 
 
Wakil Panitera - Jika ada persetujuan keseluruhannya 
atau sebagainya, haruslah dicatatkan dan 
diajukan berkas atau dokumen tersebut 
kepada hakim untuk dibicarakan. 
 
Hakim - Melaksanakan penghakiman dan 
Perintah Persetujuan (Tugas kehakiman 
dalam menindaklanjuti proses) 
 
 
Proses Pengeluaran Perintah 
 
Panitera atau wakil 
panitera 
- Menyedia dan memeriksa deraf perintah 
dari pihak-pihak. 
 
Hakim - Menandatangani dan meterai perintah 
Panitera atau wakil 
panitera 
- Penyampai perintah kepada pihak-pihak 
 
 
Tabel 1: Skema Alur Kerja Sulh 
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Hasil wawancara dengan Puan Nooryasmensharini binti Abas, 
Pegawai Sulh Mahkamah Syariah Tawau, pada tanggal 21 September 2017, 
di JKSNS Sabah, jam 9 am. 
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Dalam bentuk diagram, proses Sulh dapat dilihat seperti berikut
16
: 
 
Diagram 1 : Skema Aliran Proses Kerja Sulh 
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Jabatan Kehakiman Syariah  Negeri Sabah  (JKNS) – PKU 10, 
Sabah, hal. 3. 
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3.4. Sulh Dalam Kasus Hadhanah di Mahkamah Syariah 
Sabah 
3.4.1.  Kasus yang berhasil 
Sulh telah dilaksanakan dalam masyarakat Islam 
Malaysia dalam beberapa kasus pertikaian mereka. Kajian 
penulis menemukan fakta bahwa banyak kasus gugatan yang 
telah dibawa ke mahkamah diputuskan dengan cara Sulh atau 
kesepakatan bersama.
17
 Dibagian ini penulis menjelaskan 
beberapa kasus yang berhasil dilaksanakan sebagai bukti serta 
contoh pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Tawau Sabah.  
a) Kasus antara Rosliana Binti Roslie sebagai Penggugat 
dengan Voo Min Fah / Mohd Firdaus Abdullah sebagai 
Tergugat.
18
 
Di dalam kasus ini, putusan mahkamah telah 
mengeluarkan Perintah. Setelah Mahkamah mendengar 
keterangan dan pengesahan pihak-pihak ke atas 
perjanjian penyelesaian yang ditandatangani di hadapan 
pegawai Sulh,Puan Nooryasmensharini binti Abas pada 
2 Mei 2017, maka atas persetujuan bersama Penggugat 
dan Tergugat dengan ini mahkamah perintahkan seperti 
berikut:  
1. Bahwa penjagaan anak terhadap Nurazleya Voo 
binti Voo Min Fah (selepas ini disebut sebagai 
                                                          
17
Hasil wawancara dengan Tuan Kassim bin Sauji@Hassan, 
Panitera Mahkamah Syariah Tawau, pada tanggal  20 September  2017, di 
Mahkamah Tawau Sabah. 
18
Kasus Mal bil. 0306 (12400-028) Tahun 2017,  Mahkamah Tinggi 
Syariah Tawau. (Kasus Mal Bil 0306 (12400-028) adalah nomor kasus yang 
telah di daftarkan di Mahkamah Syariah Tawau, Sabah, Malaysia). 
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anak tersebut) diberikan kepada Penggugat selaku 
ibu kandung tanpa mempengaruhi hak syarie 
Tergugat selaku ayah kandung. Hak penjagaan ini 
adalah tamat setelah anak tersebut mencapai umur 
sembilan (9) tahun melainkan dilanjutkan oleh 
mahkamah. 
2. Apa-apa perlanjutan tempoh hak penjagaan 
hadhanah haruslah dibuat melalui satu 
permohonan di mahkamah seperti yang terkandung 
di dalam Seksyen (pasal) 85, Enakmen Undang-
undang Islam Provinsi Sabah 2004. Penggugat dan 
Tergugat hendaklah mematuhi tema-tema yang 
terkandung dalam perintah ini sekiranya pada 
waktu-waktu tertentu terjadi perlanggaran terhadap 
apapun tindakan Undang-undang terhadap pihak 
yang melanggari perintah ini akan di kenakan 
tindakan pidana. 
3. Perjanjian persetujuan ini dibuat oleh Penggugat 
dan Tergugat. Mereka juga berjanji untuk 
mematuhi tema-tema yang terkandung dalam 
perjanjian ini dan sekiranya pada masa-masa 
tertentu terjadi perlanggaran terhadap perjanjian ini 
pihak yang satu lagi berhak mengambil apapun 
tindakan undang-undang terhadap pihak yang 
melanggar perjanjian ini. 
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b) Kasus antara Raziela binti Ismail sebagai Penggugat 
dengan Sapri bin Sopian sebagai Tergugat.
19
 
Hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah 
dikurniakan dua orang anak yaitu, Nur Raudhah binti 
Sapri dan Nazim Raziq bin Sapri. 
Dalam kasus ini, demi kepentingan anak-anak tersebut 
di masa depan, menurut pandangan Penggugat, dia 
sangat menyanyangi dan dekat dengan anak-anak 
tersebut dan yakin mampu menjaga dan mendidik anak-
anak tersebut dengan baik. Oleh karena itu, Penggugat 
memohon untuk mendapatkan hak untuk menjaga anak-
anak tersebut kepada mahkamah dengan perintah 
perkara-perkara berikut: 
1. Bahwa hak asuh anak terhadap Nur Raudhah binti 
Sapri dan Naim Raziq bin Sapri (selepas ini 
disebut sebagai anak-anak tersebut) diberikan 
kepada Penggugat selaku ibu kandung tanpa 
mempengaruhi hak syar’i Tergugat selaku ayah 
kandung. Tergugat juga diberikan hak akses 
terhadap anak-anak tersebut yaitu Tergugat boleh 
kunjungi dan bermalam bersama anak-anak 
tersebut pada waktu yang wajar dengan syarat 
Penggugat hendaklah memberitahukan terlebih 
dahulu mengenai perkara itu. 
2. Bahwa hak penjagaan ini akan selesai setelah 
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anak-anak tersebut mencapai umur tujuh (7) tahun 
bagi anak laki-laki dan umur sembilan (9) tahun 
bagi anak perempuan kecuali dilanjutkan oleh 
mahkamah. Jika mau memperpanjang waktu untuk 
penjagaan hadhanah hendaklah dibuat melalui satu 
permohonan di mahkamah, seperti kehendak 
Seksyen (pasal) 85, Enakmen Undang-undang 
Islam Provinsi Sabah 2004. 
c) Kasus antara Bunga Tang binti Juma sebagai Penggugat 
dengan Hamsa bin Mohd Sukri sebagai Tergugat.
20
 
Perjanjian penyelesaian ini dibuat pada tangan 16 
Januari 2017 antara Bunga Tang binti Juma dan Hamsa 
bin Mohd Sukri. Majelis Sulh ini telah diadakan di 
antara pihak Penggugat dan Tergugat, setelah 
perundingan diadakan dalam Majelis Sulh, kedua belah 
pihak Penggugat dan Tergugat secara sukarela 
menyatakan persetujuan seperti berikut : 
1. Hak penjagaan anak terhadap Adam Qushairie bin 
Hamsa  dan Adam Qayyum Ukasyah bin Hamsa 
(setelah ini dikenal sebagai anak-anak tersebut) 
diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung 
tanpa mempengaruhi hak syar’i Tergugat selaku 
ayah kandung.Tergugat boleh melihat dan 
menginap bersama anak-anak tersebut pada waktu 
yang wajar dengan syarat Penggugat hendaklah 
memberitahukan terlebih dahulu mengenai hal itu.  
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2. Pihak Penggugat dan Tergugat juga setuju dan 
berjanji untuk mematuhi tema-tema yang 
terkandung dalam perjanjian ini dan sekiranya 
pada waktu-waktu tertentu terjadi perlanggaran 
terhadap perjanjian-perjanjian ini pihak yang satu 
lagi berhak mengambil tindakan hukum apapun 
terhadap pihak yang melanggar perjanjian ini.  
2.4.2. Kasus Yang Tidak Berhasil. 
Berikut ini adalah beberapa kasus yang tidak 
berhasil dalam pelaksanaan Sulh di Tawau, Sabah. 
a) Kasus antara Irwan Lukas / Mohd Fakrul Nizam 
Abdullah sebagai Penggugat dengan Nurul Ain 
binti Aziz sebagai Tergugat.
21
 
Berdasarkan kasus ini, sebelum Tergugat dan 
Penggugat menikah, Penggugat adalah seorang muallaf. 
Hasil dari pernikahan tersebut mereka dikurniakan dua 
anak yaitu, Nur Alya Adriana Bathrishah binti Irwan  
dan Muhammad Daniel Asyraf bin Irwan. Setelah 
hakim merujuk kepada undang-undang dan hukum 
syarak. 
Bahwasanya kasus Tuntutan Hak asuh Anak 
(hadhanah) oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam 
tindakan diatas telah didengar dihadapan Yang Arif 
Tuan Ahadin bin Arinen Hakim Mahkamah Tinggi 
Syariah Tawau Sabah. 
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1. Hak asuh anak ini berlaku kepada anak yang 
bernama Nur Alya Adriana binti Irwan dan 
Muhammad Daniel Asyraf bin Irwan. Hak asuh 
bagi anak-anak tersebut diberikan kepada 
Tergugat, manakala Penggugat diberikan hak 
untuk mengunjungi anak dan bermalam 
bersama. 
2. Bahwa Penggugat diberikan hak untuk 
mengunjungi saja kepada anak yang bernama 
Nur Alya Adriana binti Irwan pada waktu-
waktu yang wajar dan sesuai dengan keadaan 
Tergugat. Tergugat atau keluarga hendaklah 
berada bersama anak tersebut semasa 
Penggugat mengunjungi anak tersebut. 
3. Manakala anak yang bernama Muhammad 
Daniel Asyraf bin Irwan, Penggugat diberikan 
hak untuk mengunjungi dan bermalam pada 
setiap akhir minggu pada setiap bulan. Tergugat 
hendaklah menghantar anak tersebut kepada 
Penggugat pada hari Jumat, manakalah 
Penggugat hendaklah menghantar lagi anak 
tersebut kepada Tergugat pada hari minggu. 
4. Penjagaan anak tersebut pada musim lebaran 
adalah seperti berikut: 
(i) Ketika lebaran Aidiladha tahun 2016 dan 
lebaran Aidilfitri 2016 , anak tersebut 
hendaklah berada dibawah jagaan 
Penggugat selama satu minggu. 
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(ii) Ketika lebaran aidiladha tahun 2017, anak 
tersebut hendaklah berada dibawah jagaan 
Tergugat. 
b)     Kasus antara Nursida binti Arauddin sebagai Penggugat 
dengan Jaid bin Paliama sebagai Tergugat.
22
 
Setelah mahkamah mendengar keterangan Penggugat 
dan Tergugat serta pemilihan yang dilakukan oleh anak-
anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz, 
mahkamah perintahkan seperti berikut: 
1. Bahwa hak asuh terhadap anak, Norazira bin Jaid, 
Muhammad Jafranbin Jaid, Muhammad Jofri bin 
Jaid, Muhammad Jazmann bin Jaid (Setelah ini 
disebut “anak-anak tersebut”). 
2. Hak penjagaan hadhanah ini diberikan kepada 
bapak kandung tanpa mempengaruhi hak syar’i 
Penggugat selaku ibu kandung. 
3. Bahwa persidangan untuk memutuskan hak asuh 
terhadap dua (2) orang anak yaitu Muhammad 
Jazri bin Jaid dan Muhammad Jazrul Firdaus bin 
Jaid (Selepas ini disebut anak-anak belum 
mumayyiz) tidak bisa dilanjutkan karena 
ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat pada 
tanggal yang ditetapkan mahkamah. 
Catatan Prosding Persidangan menetapkan bahwa 
empat orang anak yang telah mumayyiz dan telah 
membuat pilihan untuk dijaga oleh Tergugat. 
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1. Bahwa hak syar’i Penggugat sebagai ibu 
kandung kepada keempat orang anak tersebut 
tidak tepengaruh sama sekali, termasuk 
membawa anak-anak untuk bermalam pada 
waktu yang wajar asalkan ada pemberitahuan 
awal. 
2. Bahwa hak asuh anak-anak yang belum 
mumayyiz tidak dapat ditentukan sehingga 
ada tuntutan di mahkamah. Atas pilihan anak 
pertama hingga ke empat yang semuanya 
sudah mencapai umur mumayyiz, Tergugat 
dengan ini diberikan hak menjaga semua 
empat orang anak tersebut. 
c) Kasus antara Mariana binti Abu Bakar sebagai 
Penggugat Jumiansah bin Asri sebagai Tergugat.
23
 
Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 27 Mei 
2016 di Mahkamah Rendah Syariah Tawau secara 
fasakh. Kemudian Penggugat dengan ini menuntut hak 
asuh ke atas tiga orang anak. Semua anak-anak ini 
berada dibawah jagaan Penggugat sebelum dan setelah 
bercerai. Anak pertama dan kedua sudah bersekolah di 
tahun satu (1) dan dua (2). Tergugat tidak pernah 
memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak 
sedikitpun. Hanya memberikan RM300.00 
(RP1,000,000.00) untuk pembelian baju lebaran anak-
anak setelah itu tidak ada lagi. Setelah terjadi perceraian 
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Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak, 
menghubungi anak-anak juga tidak ada. Malah keluarga 
Tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi. Oleh 
karena itu, Penggugat membuat permohonan menuntut : 
 Hak asuh atas ketiga-tiga anak mereka 
diserahkan kepadanya dan nafkah anak-anak 
diberikan setiap bulan. Mahkamah membuat 
keputusan penghakiman berdasarkan keterangan 
Penggugat dan Tergugat sebelum ini, Mahkamah 
dengan memutuskan bahwa :  
 Hak asuh ketiga anak diberikan kepada 
Penggugat dan Tergugat diberikan hak 
mengunjungi pada waktu menjenguk dan 
bersama hari libur. Tergugat harus 
membayar nafkah secara tunai dan tidak 
boleh lewat. Hak Tergugat untuk 
menjenguk diberikan dan termasuk 
bermalam bersama anak-anak pada waktu 
yang wajar dengan syarat bahwa adanya 
pemberitahuan awal Tergugat kepada 
Penggugat mengenai perlaksanaan hak 
syar’i tersebut. 
 
3.5. Teknik yang digunakan Majelis Sulh dalam 
menyelesaikan hak hadhanah.  
Sebelum memulai teknik yang sesuai digunakan oleh Pegawai 
Sulh untuk menyelesaikan sesuatu persoalan, haruslah mengikuti 
langkah-langkah seperti  memulai presentasi awal pihak bertikai 
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dengan membaca surah al-Fatihah dan doa. Memperkenalkan diri 
kepada pihak-pihak dan sesi perkenalan dengan pihak-pihak.
24
 
Seterusnya menggunakan peta konflik sebagai salah satu cara 
mengenal pasti jenis pertikaian, puncak masalah dan memberi solusi 
penyelesaian kepada pihak-pihak. Puncak masalah yang telah 
dikenalpasti dan solusi penyelesaian dicatat dalam catatan pegawai 
Sulh dan difailkan (diajukan). 
Menilai pertikaian berdasarkan catatan pegawai Sulh. 
Sekiranya pihak-pihak  secara sukarela setuju menyelesaikan 
pertikaian mereka sepenuhnya, maka perjanjian penyelesaian 
hendaklah disediakan. Sekiranya pihak-pihak secara sukarela setuju 
menyelesaikan sebagian pertikaian saja, atas budi bicara Pegawai Sulh 
untuk mengadakan Private Caukus (pertemuan sebelah pihak bersama 
dengan Pegawai Sulh) atau proses Sulh dianggap gagal. 
Penggugat atau pemohon hendaklah dipanggil terlebih dahulu 
diikuti oleh Tergugat. Pegawai Sulh hendaklah berusaha 
menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai teknik/ etika 
seperti:
25
 
1. Mempunyai ruangan yang khusus untuk perundingan. 
2. Mengenal pasti masalah tanpa meletakkan kesalahan  pada 
masing-masing pihak. 
3. Perundingan bersama untuk mendapatkan pandangan dan 
solusi dari pihak-pihak. 
4. Melakukan saranan yaitu mengumpul semua kaedah 
penyelesaian. 
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5. Mendorong para pihak untuk mencoba memberikan ide 
mereka sendiri. 
6. Mengundang pihak-pihak untuk berbicang dalam sesi 
perundingan  secara langsung untuk mencapai penyelesaian 
secara damai dan sukarela. Sekiranya perundingan bersama 
pada pertemuan pertama belum mendatangkan hasil, tetapi 
pegawai Sulh yakin penyelesaian masih mungkin dicapai, 
maka private Caukus diadakan. 
7. Mencatat segala keterangan dari pihak-pihak dalam setiap 
pertemuan Majelis Sulh dalam catatan Pegawai Sulh. 
3.5.1. Kualifikasi Pegawai Sulh 
Dasar kualifikasi untuk pegawai Sulh kelas LS41 
setidaknya merupakan gelar Bachelor of Syariah (S1) dari 
universitas yang diakui dan memiliki Diploma Administrasi 
Hukum Islam atau yang setara. Termasuk dalam kualifikasi 
ini adalah gelar LLB(S) dari Universitas Islam Internasional 
Malaysia (IIUM). Perkembangan jabatan di Pengadilan 
Syariah melihat petugas Sulh menunjuk di antara mereka 
lulusan LS 44 di Pengadilan tertentu. Diskualifikasi ini setara 
dengan hak Hakim Syar'i.
26
 
 
3.6. Efektifitas Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah 
Sabah. 
Secara umumnya, kaedah penyelesaian melalui konsep Sulh 
telah menunjukkan hasil yang positif. Dalam menyelesaikan kasus 
Sulh, pegawai di Majelis Sulh memainkan peran yang amat penting. 
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Segala kebijakan pegawai Sulh dalam mendamaikan persengketaan 
yang terjadi, akan memberikan hak yang sewajarnya kepada pihak-
pihak yang bertikai. Walaupun kaedah Sulh telah dilaksanakan, namun 
tidak berarti semua kasus-kasus tersebut berhasil untuk di damaikan.  
Pada tahun 2011 hingga 2015, telah dicatat sebanyak 294 
kasus hadhanah telah didaftarkan. Berdasarkan statistik yang penulis 
dapati dari pegawai Sulh Majelis Sulh Mahkamah Syariah Tawau, 
sebanyak 294 kasus hadhanah yang didaftarkan ke Mahkamah 
syari’ah Tawau  mulai dari tahun 2011 hingga 2015. Dari bilangan 
kasus yang didaftarkan tersebut, pihak Majelis Sulh berhasil 
menyelesaikan sebanyak 166 kasus, tidak berhasil 41, para pihak tidak 
hadir 81 kasus. Jumlah yang selesai sebanyak 288 kasus hadhanah.
27
 
Majelis Sulh akan dianggap gagal apabila salah satu pihak yang 
bersengketa tidak hadir ke majelis ini untuk menyelesaikan sengketa 
ini dan dianggap satu penghinaan kepada Mahkamah. 
Dari hasil kajian penulis, kasus yang tertinggi yang 
didaftarkan ke Mahkamah syari’ah adalah kasus hak asuh anak atau 
hadhanah. Sehubungan dengan itu pegawai Sulh haruslah 
memperbaiki kualitas dan meningkatkan langkah kerja agar lebih 
efektif agar mampu mengurangi kasus-kasus di Mahakamh Syariah. 
Prosedur Sulh meskipun dilihat memberikan dampak yang positif dan 
konstruktif terhadap pengendalian kasus-kasus kekeluargaan Islam, 
namun harus diteliti mengenai beberapa aspek berkaitan 
pengendaliannya untuk menghasilkan suatu natijah Sulh yang tidak 
hanya memberikan solusi perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi 
juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
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Berikut adalah statistik keseluruhan kasus Sulh Tawau, Sabah 
(dari 2011 – 2015).28 
 
Bil 
 
Tahun 
 
Daftar 
Selesai  
Jumlah 
selesai 
 
Dalam 
Prosiding 
Berjaya Gagal Tidak 
Hadir 
1. 2011 39 14 8 10 32 7 
2. 2012 38 14 8 18 40 5 
3. 2013 52 32 10 13 55 2 
4 2014 91 62 7 19 88 5 
5. 2015 74 44 8 21 73 6 
 
Jumlah 
294 166 41 81 288 - 
288 
Tabel 2 : Statistik Keseluruhan Kasus Sulh. 
 
Melalui wawancara bersama dengan puan Nooryasmensharini 
binti Abas, faktor utama kasus berhasil diselesaikan melalui kaedah 
Sulh banyak bergantung kepada sikap dan keterbukaan pihak-pihak 
yang terlibat di dalam Majelis Sulh. Berikut ialah di antara faktor-
faktor tersebut : 
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1) Mendaftarkan kasus secara berurutan mengikut kepentingan 
atau prioritas. 
2) Kedua belah pihak bersungguh-sungguh untuk 
menyelesaikan gugatan di luar pengadilan. 
3) Kedua-dua pihak bersedia memberi dan menerima serta 
bersedia berunding secara ikhlas dan terbuka, bukannya 
secara emosi atau membalas dendam. 
4) Kedua-dua pihak sadar bahwa penyelesaian perkara adalah 
untuk kepentingan-kepentingan di masa depan. 
5) Kedua-dua pihak sadar pro dan kontra jika kasus dibawa 
kepada persidangan. 
Kaedah Sulh ini juga menarik perhatian masyarakat 
berdasarkan kepada keunikannya yaitu kaedah ini menjanjikan 
penyelesaian pertikaian secara konsep situasi sama-sama menang 
(“win-win solution”) di antara pihak bertikai. Kaedah Sulh juga 
mengutamakan sisi rahasia kedua belah pihak di mana ia tidak akan 
didapati jika pertikaian dibawa ke persidangan di Mahkamah.  
Di antara faktor utama kegagalan penyelesaian melalui kaedah 
Sulh ialah : 
1) Salah satu pihak atau kedua-duanya tidak ada upaya 
untuk membuat keputusan apapun. Pihak-pihak juga 
kurang bertoleransi. 
2) Mendaftarkan sejumlah besar kasus, tanpa melihat 
kepentingannya. 
3) Salah satu pihak atau kedua-duanya tidak ada 
komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pertikaian 
seperti kerap kali tidak hadir di Majelis Sulh. 
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4) Salah satu pihak atau kedua-duanya tidak ada 
persediaan sewajarnya. 
5) Salah satu atau kedua belah pihak tidak memiliki 
informasi untuk mengambil keputusan. 
6) Salah satu pihak atau kedua-duanya tidak dipengaruhi 
oleh pihak ketiga yang terlalu bersikeras untuk 
mengadakan perdamaian. 
Kasus sulit yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah 
pihak juga mungkin yang tinggi untuk disidangkan di Pengadilan 
karena kasus melibatkan banyak individu dan anggota keluarga. 
Menurut Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Tawau, Tuan Ahadin bin 
Arinen dalam perkara ini, Hakim juga bisa membuat keputusan 
melalui perbicaraan sama ada Tergugat hadir atau tidak yang penting 
pemberitahuan awal sudah disampaikan kepada para pihak tujuh hari 
sebelumnya.
29
 Kegagalan kaedah Sulh ini akan mengakibatkan 
penyelesaian yang tertunda dan meningkatkan jumlah kasus di 
Pengadilan yang semakin meningkat. Keberhasilan suatu Majelis Sulh 
banyak dilatarbelakangi oleh faktor pihak bertikai. Oleh karena itu, 
setiap pihak hendaklah serius dan bersungguh-sungguh untuk mencari 
penyelesaian. Pihak bertikai ini hendaklah sadar tentang konsep “sifat 
memberi sebelum menerima”, jujur dalam memberi keterangan yang 
lengkap dan benar, menghormati pihak lawan dalam sesi Majelis Sulh 
yang dilaksanakan, memahami apa yang didiskusikan dalam Majelis 
Sulh dan mampu menyatakan perasaannya. Setiap pihak juga 
hendaklah mampu menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang 
tidak sesuai dan melampaui batas. 
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3.7.  Tingkat Pemahaman Masyarakat Tawau Tentang Majelis 
Sulh di Mahkamah Syariah Tawau, Sabah. 
 
Para pegacara berperan dalam menekankan kerjasama 
masyarakat atau para pihak dalam menyelesaikan pertikaian dengan 
mengunakan pelayanan dari Majelis Sulh berbanding menyelesaikan 
pertikaian tersebut di Mahkamah Syari’ah untuk dibicarakan. Namun 
begitu, tidak diketahui tahap pengetahuan masyarakat tentang 
perlaksanaan dan peran Majelis Sulh yang sebenarnya.  
 Beberapa kasus yang dapat diselesaikan yang diketahui 
melaui media massa kebanyakannya sesuatu kasus diselesaikan 
dengan perbicaraan di Mahkamah. Tanpa pengetahuan masyarakat 
tentang Majelis Sulh maka mereka tidak dapat mengenali tentang 
peran dan tanggung jawab Majelis Sulh yang mana banyak 
memberikan faedah dan manfaat kepada pihak-pihak bertikai. 
 Oleh karena itu, satu kajian telah dilakukan di Sabah 
kecamatan Tawau untuk mengetahui tahap pengetahuan masyarakat 
Tawau tentang peran dan perlaksanaan Majelis Sulh yang terdapat di 
dalam sistem perundangan Islam. 
a) Demografi Responden 
Demografi bagi setiap responden bagi survei ini di ambil 
berdasarkan usia, status perkawinan, status pekerjaan dan jenis 
kelamin. Tujuan survei demografi responden adalah untuk mengetahui 
latar belakang responden secara umum untuk membantu kajian ini 
dijalankan.  
Bagi latar belakang mengikut umur responden sebanyak 
47.62% dikalangan responden ada yang berumur 18 hingga 23 Tahun. 
28.57% darijumlah responden adalah berusia 24 hingga 29. 11.9% 
adalah responden yang berusia 30 hingga 39 tahun sedangkan 11.91% 
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adalah responden berusia 40 hingga 49 tahun. Tidak ada responden 
yang berusia 50 tahun ke atas. 
Bagi latar belakang yang mengikut jenis kelamin sebanyak 
76.2% responden adalah di kalangan perempuan, 23.8% responden 
adalah laki-laki. Bagi latar belakang mengikut status perkawinan, 
sebanyak 61.90% responden belum berkawin dan 38.10% dari 
responden telah berkawin. Tidak ada responden yang berstatus janda 
atau duda dalam kajian soal selidik ini. 
Untuk status pekerjaan juga, di dalam survei ini telah dibagi 
kepada pegawai kerajaan, pegawai swasta, tidak bekerja dan juga 
mahasiswa. Hasil kajian soal selidik ini didapati bahwa sebanyak 
16.7% responden pegawai kerajaan, 43.3% merupakan responden 
pegawai swasta/kerja sendiri dan 6.7% lainnya merupakan responden 
tidak bekerja dan 30.3% responden adalah mahasiswa. 
b) Hasil Kajian 
Terdapat 12 pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak 
responden untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat 
terhadap Majelis Sulh dan kesemua pertanyaan adalah umum terhadap 
masyarakat terhadap pensyariatan Sulh, pelayanan Sulh dan juga 
manfaat dari pelayanan  Sulh. Mengenai Mahkamah Syari’ah 
merupakan satu badan kehakiman yang memiliki kekuasaan dan bebas 
untuk menguruskan peradilan guna menegakkan undang-undang dan 
keadilan didapati bahwa 38.10% dari responden tahu secara umum 
mengenai Mahkamah Syari’ah ada pelayanan Sulh. 42.86% tidak pasti 
dengan perkara ini dan 19.04% tidak tahu. 
Melalui kajian survei ini juga didapati bahwa 71.3% dari 
pihak responden pernah mendengar atau mengetahui secara umum 
tentang Majelis Sulh ini baik   dari koran, teman atau media sosial. 
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Sebanyak 19.05% responden yang tidak pernah mengetahui tentang 
Majelis Sulh dan selebihnya 9.25% tidak pasti apakah mereka 
mengetahui secara umum atau tidak tentang Majelis Sulh ini. 
Mengenai pengetahuan masyarakat tentang peran Majelis 
Sulh, didapati sebanyak 85.71% dari pihak responden mengetahui 
mengenai peran Majelis Sulh ini dan 14.29% tidak pasti tentang peran 
Majelis Sulh ini di dalam sistem perundangan Islam di Malaysia. 
Apabila di tanya mengenai jenis kasus yang ditangani oleh Majelis 
Sulh, kebanyakan responden mengetahui bahwa Majelis Sulh hanya 
menguruskan perkara berkaitan gugatan perkawinan dan perceraian 
saja yakni sebanyak 42.86%. Jelas di sini bahwa responden 
mengetahui wewenang Majelis Sulh hanya menyelesaikan kasus 
berkaitan perkawinan dan perceraian sahaja. Sedangkan Majelis Sulh 
berwenang juga dalam kasus-kasus yang lain seperti harta pusaka dan 
lain-lain. 
Responden yang mengetahui tentang prosedur dan tatacara 
pelaksanaan Majelis Sulh di Mahkamah Syari’ah menurut undang-
undang hanya 43.33%. Terdapat juga soalan di dalam survei ini 
tentang sosialisasi mengenai Majelis Sulh kepada masyarakat dan 
didapati bahwa banyak yang setuju pelayanan Majelis Sulh ini perlu 
disebarkan kepada masyarakat secara meluas tentang peran, 
perlaksanaan dan juga manfaat darinya. 
Penulis juga bertanya mengenai peran-peran Majelis Sulh 
terhadap sistem kehakiman di Malaysia dan manfaat kepada 
masyarakat. Hasil kajian tersebut adalah : 
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Diagram 2 : Respon  masyarakat  terhadap  pertanyaan, apakah  pelaksanaan 
Majelis Sulh dapat membantu menyelesaikan suatu kasus di 
Mahkamah. 
 
Diagram 3 :   Respon masyarakat terhadap pertanyaan apakah pelaksanaan 
Majelis Sulh mampu menjaga keharmonisan  dalam 
masyarakat . 
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Kesimpulan dari survei ini penulis mendapati bahwa 
masyarakat Tawau mengetahui tentang Majelis Sulh ini, secara 
umumnya tidak mengetahui peran sebenarnya Majelis Sulh. 
Masyarakat juga tidak diinformasikan tentang Sulh ini sedangkan di 
dalam sistem perundangan Islam di Malaysia sangat menekankan agar 
masyarakat bisa menyelesaikan pertikaian secara damai dengan 
menggunakan pelayanan Sulh sebagai orang tengah sebelum 
melanjutkan persidangan. 
 
3.8 Analisa Penulis 
Dari apa yang dapat penulis simpulkan selama menyiapkan 
skripsi ini, penulis menganalisa bahwa, sesuai dengan fitrah seorang 
ibu yang telah melahirkan dan menyusukan anak, Islam memberikan 
keutamaan kepada mereka untuk mendapatkan hak penjagaan anak 
atau hadhanah. Bagaimanapun, ini bukan berarti apabila terjadi 
perceraian ayah tidak berhak total karena dalam keadaan tertentu 
mereka turut diberi kelebihan dan ada hak terhadap anak tersebut. 
Diagram 4 : Respon masyarakat terhadap pertanyaan apakah mereka setuju        
bahwan  pelayanan Majelis Sulh dapat menghemat waktu dalam 
penyelesaian suatu kasus di Mahkamah Syariah dan memperhemat/ 
meringankan biaya. 
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Apa yang menimbulkan masalah ialah apabila mereka yang 
terlibat dalam kasus penjagaan anak menampakkan keghairahan 
masing-masing untuk menang sehingga sanggup menggunakan cara 
kotor. Mereka masing-masing dengan egonya, sehinggakan sanggup 
menghabiskan waktu dan uang ringgit untuk ke pengadilan dari 
menyelesaikannya secara Sulh. 
Kasus seperti ini adalah isu yang sering menimbulkan 
perbalahan antara suami istri selepas pembubaran perkawinan selain 
mut’ah, harta bersama dan nafkah tertunggak. Sikap tamak dan ingin 
membolot perhatian ini mendorong pihak yang menang untuk 
menghalang ayah atau ibu untuk mengunjungi anak-anak walau 
terdapat perintah mahkamah berhubung perkara tersebut. Ada yang 
sanggup berpindah semata-mata karena ingin menjauhi dari ibu atau 
bapak anak-anak tersebut. 
Dalam undang-undang Syariah, hadhanah bukan sesuatu yang 
muthlak bagi ibu atau bapak karena perceraian bukanlah pemutus 
hubungan antara anak dengan ibu atau anak dengan ayah. Semua itu 
bersifat sementara karena anak adalah hak dan tanggung jawab 
bersama. Melainkan jika suami menghadapi kesalahan berat seperti 
menjalani hukuman penjara atau mengisap narkoba, jadi istri mungkin 
di beri hak perawatan permanen. Karena jika diberikan kepada suami, 
dikhuatiri emosi anak akan terganggu. 
Secara umum undang-undang keluarga Islam menggariskan 
anak-anak yang masih menyusui atau belum mencapai tahap 
mumayyiz diletakkan dibawah asuhan ibu. Bagaimanapun, ibu akan 
kehilangan hak tersebut jika berkahwin dengan lelaki yang bukan 
muhrim bagi anak-anak, berkelakuan buruk secara keterlaluan, 
menukar tempat tinggal dengan tujuan melarikan anak-anak dari 
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suami, murtad atau ceroboh dan menganiaya anak-anak. Disamping 
itu, hak tersebut juga gugur atau berakhir apabila anak mencapai usia 
tujuh tahun bagi laki-laki dan usia sembilan tahun bagi perempuan. 
Mereka berhak memilih pada usia ini sama ada di bawah jagaan ibu 
atau bapak. 
Menurut hakim, anak-anak berkenaan akan diberikan peluang 
untuk membuat pilihan apabila sudah mencapai usia mumayyiz atau 
tau membedakan yang baik dan buruk. Prinsip Islam dalam hak 
penjgaan anak, ialah memenangkan kepentingan anak-anak dan 
mengorbankan kepentingan orang lain. Walaupun anak-anak 
berkenaan diberi peluang membuat pilihan, namun hakim akan 
meneliti kemungkinan keputusan tersebut dipengaruhi oleh pihak yang 
menjaganya sebelum ini. Lumrah pemikiran anak-anak, mudah di 
pengaruhi oleh cerita-cerita yang sering diberitahu walau ia belum 
tentu benar. Ketika pemilihan di Mahkamah anak-anak dan ibu bapa 
harus hadir bersama. 
Meskipun hak diberikan kepada ibu atau bapak, pihak yang 
gagal mendapatkan hak penjagaan tidak akan lepas dari tanggung 
jawab terhadap anak-anak sehingga mereka dewasa. Walau apa pun 
berlaku, bapak bukan saja wajib membiayai anak-anak tetapi juga 
mendidik dan mengawasi perkembangan mereka. Begitu juga hak 
diberikan kepada bapak, yang mana ibu wajib meluangkan waktu 
untuk mangasuh dan mendidik mereka. Anak adalah hak bersama 
suami istri. Jadi kedua-duanya mesti menjaga kebajikan anak-anak 
walau tidak lagi bersama. Jika bapak dengan kewajiban dan 
tanggungjawabnya begitu juga dengan tanggungjawab sebagai 
seorang ibu. 
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Penulis berpendapat semasa pemilihan tidak sesuai dilakukan 
secara sebelah pihak atau ex-parte sebagaimana yang dilakukan oleh 
beberapa mahkamah syariah. Ini mendorong kepada ketidakadilan 
apabila keputusan dibuat karena ia hanya melibatkan keterangan atau 
saksi sebelah pihak sahaja. Soal penjagaan anak perlu dibuat dengan 
kehadiran kedua-dua belah pihak dan mahkamah sepatutnya membuat 
perintah agar kedua-duanya harus ada ketika persidangan. Kalau 
hanya sebelah pihak sahaja yang ada, kemungkinan suami atau istri 
untuk berbohong amat besar. Tetapi ini berlaku setelah beberapa kali 
notis awal di berikan kepada para pihak. 
Sehubungan itu, sebaiknya kasus hadhanah diselesaikan 
diluar mahkamah melalui diskusi atau perdamaian kedua-dua belah 
pihak atau kaedah Sulh yang diamalkan dibeberapa negara bagian. Ia 
bukan saja menghindari timbulnya pertelingkahan antara pihak yang 
terkait, tetapi juga menyelamatkan emosi anak-anak dari terganggu. 
Melalui Sulh juga, semua pihak dapat menghematkan waktu dan dapat 
mengurangi biaya karena tidak perlu melalui prosedur yang banyak di 
mahkamah. Apabila mahkamah menyelesaikan perkara gugutan 
hadhanah dengan cepat ia akan membolehkan pasangan yang terlibat 
itu memulai kehidupan baru dengan segera.  
Mahkamah Syariah Tawau telah melaksanakan prosedur Sulh 
ini dengan keberhasilanya sejak ia dilaksanakan secara sistematis pada 
tahun 2010. Sulh membuka peluang perdamaian antara dua pihak yang 
berperkara dan merupakan langkah terbaik bagi menyelesaikan kasus-
kasus tertangguh dan tidak terselesaikan di mahkamah tersebut. 
Berdasarkan statistik Sulh mahkamah tersebut, pelaksanaan kaedah 
Sulh menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan statistik 
yang penulis dapati dari pegawai Sulh Majelis Sulh Mahkamah 
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Syariah Tawau, sebanyak 294 kasus hadhanah yang didaftarkan ke 
Mahkamah syari’ah Tawau  mulai dari tahun 2011 hingga 2015. Dari 
bilangan kasus yang didaftarkan tersebut, pihak Majelis Sulh berhasil 
menyelesaikan sebanyak 166 kasus, tidak berhasil 41, para pihak tidak 
hadir 81 kasus. Jumlah yang selesai sebanyak 288 kasus hadhanah.
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
30
Hasil wawancara dengan Puan Nooryasmensharini Abas, Pegawai 
Sulh Mahakamah Syariah Tawau, pada tanggal  21 September 2017, di 
JKSNS  Sabah. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Sebagai bab akhir dari karya ilmiah ini, maka penulis dapat 
menyimpulkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. 
Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :   
1. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat 
menyimpulkan bahwa Peran Majelis Sulh juga adalah 
membantu dan membimbing pihak-pihak berkonflik 
untuk berbincang, berunding dan mencari persetujuan 
bersama untuk mencapai penyelesaian. 
2. Majelis Sulh di Mahkamah Syari’ah ternyata sangat 
efektif  dalam penyelesaian kasus hak hadhanah 
berdasarkan statistik yang dicatatkan dari tahun 2011 – 
2015 sebanyak 294 kasus yang di daftarkan dan dapat 
diselesaikan sebanyak 288 kasus.  
3. Majelis Sulh menetapkan tujuh teknik yang wajib diikuti 
dalam pelaksanaan Sulh, ternyata teknik ini berjaya 
menyelesaikan kasus yang di daftarkan. Diantaranya 
ialah, mempunyai ruangan yang khusus, mengenal pasti 
masalah, perundingan bersama, melakukan saranan 
kepada para pihak, mendorong para pihak memberi ide 
mereka, mengundang para pihak untuk berdiskusi dan 
mencatat segala data yang diberikan oleh para pihak. 
4. Dari hasil penelitian melalui angket dan wawancara, 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih 
kurang informasi tentang Majelis Sulh. Melalui 
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penyebaran angket dan wawancara, mayarotis 
masyarakat kurang tahu tentang Majelis Sulh. 
 
4.2 Saran-saran 
Saran- saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian yang 
dilakukan oleh penulis adalah : 
1. Untuk mencapai suatu yang sukses atau efektif di Majelis 
Sulh, pihak-pihak yang terlibat harus memainkan peran 
penting yang bersifat sukarela dan terbuka. Selain itu, 
pihak yang bersengketa harus percaya dalam memenuhi 
kewajibannya dan memiliki kemauan untuk 
menyelesaikan perselisihan yang timbul dari penggunaan 
Sulh. Pejabat Sulh juga harus berusaha sebaik mungkin. 
2. Selain itu, Informasi tentang metode Sulh kepada 
masyarakat umum harus ditingkatkan agar 
memungkinkan mereka memahami fungsi dan tujuan 
metode ini. Saran penulis juga bahwa informasi tentang 
proses Sulh termasuk sebagai salah satu silabus dalam 
panduan pra nikah sehingga pasangan yang ingin 
membangun rumah tangga memahami prosedur yang ada 
di Pengadilan Syari’ah saat ini.  
3. Selain itu, Majelis Sulh bisa mengadakan seminar tentang 
pelaksanaan dan manfaat penyelesaian Sulh dapat 
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan 
melakukannya di Institusi Pendidikan yang memiliki 
mahasiswa yang mengambil jurusan di bidang hukum 
Islam. 
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4. Selain itu, pegawai Sulh perlu menambah ilmu tentang 
tenik-tenik insaniah seperti tenik komunikasi, psikologi 
dan konseling juga perlu dikuasai oleh pegawai Sulh 
dalam memastikan proses Sulh dapat mencapai tujuan 
yang ditetapkan 
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